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Salah satu produk yang terdapat pada Pegadaian Syariah Banda Aceh adalah 
MULIA Arisan (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi Arisan) yang 
memfasilitasi kepemilikan emas bagi masyarakat melalui penjualan logam mulia 
secara angsuran dengan sistem arisan serta akad yang digunakan adalah ‘aqad 
murābaḥah  dan ‘aqad raḥn. Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui 
sistem penetapan harga emas dalam penjualan produk MULIA Arisan pada 
Pegadaian Syariah Banda Aceh, manajemen resiko untuk menghindari dampak 
kenaikan harga logam mulia bagi pendapatan Pegadaian Syariah Banda Aceh dan 
tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme akad murābaḥah dalam penjualan 
produk MULIA Arisan yang dipraktikkan pada Pegadaian Syariah Banda Aceh. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan 
pendekatan kualitatif. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan field 
research (penelitian lapangan) dan library research (penelitian kepustakaan). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penetapan harga emas dalam 
penjualan produk MULIA Arisan pada Pegadaian Syariah Banda Aceh adalah 
berdasarkan penetapan harga dari PT.Aneka Tambang ditambah dengan margin 
keuntungan dan biaya administrasi. Manajemen resiko untuk menghindari 
dampak kenaikan harga logam mulia bagi pendapatan Pegadaian Syariah Banda 
Aceh adalah dengan mempertimbangkan harga dan persentase keuntungan di awal 
masa akad. Tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme akad murābaḥah dalam 
Penjualan produk MULIA Arisan yang dipraktikkan pada Pegadaian Syariah 
Banda Aceh adalah terdapat sedikit ketimpangan dan adanya kesenjangan antara 
teori dan praktik, yaitu: denda karena jatuh tempo dan tidak ada transparansi dari 
pihak pegadaian atas biaya yang harus dikeluarkan nasabah. Dari paparan di atas 
dapat disimpulkan bahwa mekanisme akad murābaḥah dalam penjualan produk 
MULIA Arisan pada Pegadaian Syariah Banda Aceh perlu diperbaiki agar sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan syariah yang berlaku.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
 Transliterasi Arab-latin yang digunakan secara umum berpedoman kepada 
transliterasi ali ‘awdah  dengan keterangan sebagai berikut: 
1. Konsonan  
No Arab Latin Ket No Arab Latin Ket 
1 ا 
Tidak 
dilambang 
kan 
 
16 ط ṭ 
t dengan 
titik di 
bawahnya 
2 ب b 
 
17 ظ ẓ 
z dengan 
titik di 
bawahnya 
3 ت t 
 
18 ع ‘ 
 
4 ث ṡ 
s dengan titik 
di atasnya 
19 غ G 
 
5 ج j 
 
20 ف F 
 
6 ح ḥ 
h dengan titik 
di bawahnya 
21 ق Q 
 
7 خ kh 
 
22 ك K 
 
8 د d 
 
23 ل L 
 
9 ذ ż 
z dengan titik 
di atasnya 
24 م M 
 
10 ر r 
 
25 ن N 
 
11 ز z 
 
26 و W 
 
12 س s  27 ه H  
13 ش sy 
 
28 ء ᾿ 
 
14 ص ṣ 
s dengan titik 
di bawahnya 
29 ي Y 
 
15 ض ḍ 
d dengan titik 
di bawahnya     
 
2. Vokal   
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 
tunggal dan vokal rangkap. 
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a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin 
  َ  Fatḥah A 
  َ  Kasrah I 
  َ  Dammah U 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf 
ي   َ  Fatḥah dan ya Ai 
و   َ  Fatḥah dan wau Au 
 
Contoh: 
فيك : kaifa                                              لوه  : haula 
3. Maddah  
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda 
ي/ا   َ  
Fatḥah dan alif 
atau ya 
Ā 
  َ  Kasrah Ī 
و ،  َ  Dammah dan waw Ū 
 
Contoh: 
لاق  : qāla 
ىمر  : ramā 
 x 
 
ليق  : qīla 
لوقي  : yaqūlu 
4. Ta Marbutah (ة) 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 
a. Ta marbutah (ة) hidup 
Ta marbutah hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan dammah, 
transliterasinya adalah t. 
b. Ta marbutah (ة) mati 
Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 
adalah h. 
c. Kalau pada suatu kata yang lain akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu 
terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h. 
Contoh: 
لافطلاا ةضور  : rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl 
 ةرونملا ةنيدملا  : al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul 
     Munawwarah    
ةحلط   : ṭalḥah 
Catatan: 
Modifikasi 
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya 
ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman. 
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2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti 
Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya. 
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia 
tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
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BAB SATU 
PENDAHULUAN 
1.1  Latar Belakang Masalah 
Islam adalah suatu sistem hidup yang praktis, mengajarkan segala yang 
baik dan bermanfaat bagi manusia, kapan dan di mana pun tahap-tahap 
perkembangannya. Maknanya, ajaran Islam dapat diterapkan kepada siapa saja, di 
mana saja dan kapan saja. Selain itu Islam adalah agama yang fitrah, yang sesuai 
dengan sifat dasar manusia. Aktivitas atau transaksi keuangan dapat dipandang 
sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk taat kepada ajaran Al-Qur’an. 
Islam mempunyai hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu 
melalui akad-akad atau transaksi-transaksi, sebagai metode pemenuhan kebutuhan 
pemodalan dalam bisnis, dan transaksi-transaksi jual beli untuk memenuhi 
kebutuhan hidup. Transaksi-transaksi ini nantinya dapat diterapkan di antara 
individu muslim atau antara individu muslim dan lembaga keuangan yang 
berbasis syariah.1 
Perkembangan produk-produk berbasis Islam kian marak di Indonesia, 
tidak terkecuali pegadaian. Pegadaian yang mengeluarkan produk berbasis Islam 
disebut dengan Pegadaian Syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis Islam 
memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai komoditas 
                                                             
1 Lukman Hakim, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 104. 
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yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa 
dana atau bagi hasil.2 
Pegadaian syariah merupakan lembaga yang memberi kemudahan bagi 
masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan membantu masyarakat yang 
mengalami kesulitan dalam hal keuangan. Untuk mengatasi masalah ini, 
Pegadaian syariah biasanya menerapkan beberapa sistem pembiayaan, antara lain 
qardhul ḥasan (pinjaman kebijakan), muḍārabah (bagi hasil) dan muqayyadah 
(jual beli).3  
Salah satu produk yang ditawarkan di Pegadaian Syariah Banda Aceh 
adalah produk MULIA Arisan (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi 
Arisan). Salah satu logam mulia yang dimaksud adalah logam mulia emas. Arisan 
emas dilakukan oleh satu kelompok arisan yang terdiri dari beberapa orang yang 
sepakat untuk membeli logam mulia emas dengan cara arisan. Masing-masing 
anggota kelompok telah mengenal satu sama lainnya atau merupakan kelompok 
arisan yang sering melakukan arisan di luar Pegadaian Syariah. Keuntungan dari 
arisan emas ini adalah memudahkan masyarakat dalam memiliki logam mulia.4 
Oleh karena emas dibeli secara arisan, nasabah tidak perlu menunggu beberapa 
bulan atau sampai akhir masa akad untuk mendapatkan emas tersebut, namun 
nasabah bisa mendapat emas lebih cepat bagi yang menang undian terlebih 
dahulu. Sehingga dalam pengambilan barang, akad yang dilakukan satu orang 
maka untuk mendapatkan emas harus menunggu terlebih dahulu sampai angsuran 
                                                             
2 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan 
Praktis, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 276. 
3 Mustafa Edwin Nasution dkk., Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 
2010), hlm. 315. 
4 Sumber data: Brosur Pegadaian Syari’ah Banda Aceh. 
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lunas, sedangkan akad yang dilakukan oleh kelompok melalui arisan maka setiap 
bulan akan mendapat satu emas bagi yang menang undian sampai angsuran lunas 
dan semua anggota mendapatkan emas tersebut. Akad yang digunakan untuk jual 
beli produk arisan emas ini adalah ‘‘aqad al-murābaḥah.5 
‘‘Aqad al-murābaḥah adalah akad jual beli suatu barang di mana penjual 
menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat 
keuntungan tertentu atas barang, di mana harga jual tersebut disetujui pembeli. 
Atau dengan singkat, jual beli murābaḥah adalah jual beli barang pada harga asal 
dengan tambahan keuntungan yang disepakati.6 
Transaksi murābaḥah ini lazim dilakukan oleh Rasulullah Saw. dan para 
sahabatnya. Secara sederhana murābaḥah berarti suatu penjualan barang seharga 
barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang 
membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. 
Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu 
atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.7 
Jual beli murābaḥah dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan 
biasa disebut sebagai murābaḥah kepada pemesan pembelian (KPP).8  
Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, 
karakteristik murābaḥah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang 
                                                             
5 Hasil wawancara dengan Riska Adriani, Penaksir pada Pegadaian Syari’ah Banda Aceh, 
pada tanggal 1 November 2016 Di Banda Aceh .  
6 Lukman Hakim, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, ..., hlm. 117. 
7 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT. 
RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 113 . 
8 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema 
Insani Press, 2001), hlm. 102. 
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harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan 
pada biaya tersebut.9 
Dalam praktik Lembaga Pegadaian Syariah Banda Aceh tidak terjadi 
negosiasi antara pihak pegadaian dan nasabah dalam melakukan akad. Margin 
keuntungan ditetapkan oleh pegadaian di dalam kontrak akad murābaḥah. Dan 
nasabah hanya diberi pilihan apakah menyetujui kontrak dengan menandatangani 
kontrak atau tidak melanjutkan jual beli. 
Emas yang ditawarkan dalam arisan ini adalah emas yang berbentuk 
kepingan. Jumlah kepingan tergantung jumlah nasabah yang tergabung dalam 
kelompok arisan yang ingin membeli emas tersebut dengan harga yang telah 
ditetapkan oleh pihak pegadaian. Namun harga emas ini bisa berubah sewaktu-
waktu tergantung harga emas pada saat akad. Sehingga margin keuntungan yang 
diperoleh pihak pegadaian  juga akan berbeda pula. 
Apabila kontrak telah disetujui, maka para nasabah berkewajiban untuk 
membayar uang muka yang juga telah ditentukan besarnya oleh pihak pegadaian, 
yaitu sebesar 15% atau 10% dari harga emas keseluruhan (harga pokok ditambah 
keuntungan).10 Dan angsuran yang harus dibayar oleh nasabah tergantung jumlah 
nasabah yang ikut dalam arisan. Semakin banyak yang ikut dalam arisan, maka 
semakin sedikit angsuran yang dibayar masing-masing nasabah setiap bulannya. 
Penentuan harga emas dan jumlah cicilan yang harus dibayar nasabah yang 
ingin membeli produk MULIA Arisan ini adalah sebagai berikut: 
 
                                                             
9 Ibid.  
10 Sumber data: Brosur Pegadaian Syari’ah Banda Aceh. 
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Tabel. 1.1  
Penentuan Harga Logam Mulia Emas dan Jumlah Cicilan Perorang 
 
Logam 
Mulia 
Harga Dasar 
Harga Cash 
(GALERI 
24) 
Uang 
Muka 
ARISAN 
15% 6 orang 7 orang 8 orang 9 orang 10 orang 
5 Gr 2.865.000 2.936.625 429.750 435.700 376.800 332.700 298.500 271.100 
10 Gr 5.680.000 5.822.000 852.000 862.200 746.000 658.800 591.000 536.900 
25 Gr 14.125.000 14.478.125 2.118.750 2.141.800 1.853.400 1.636.900 1.468.700 1.334.300 
50 Gr 28.200.000 28.905.000 4.230.000 4.274.600 3.699.000 3.267.100 2.931.500 2.663.200 
100 Gr 56.350.000 57.758.750 8.452.500 8.540.100 7.390.400 6.527.500 5.857.000 5.321.100 
250 Gr 140.750.000 144.268.750 21.112.500 21.328.900 18.457.800 16.303.000 14.628.400 13.289.900 
1000 Gr 562.000.000 576.050.000 84.300.000 85.159.500 73.696.600 65.093.500 58.407.500 53.063.500 
Sumber data: Pegadaian Syariah Banda Aceh 
Tabel 1.1 diatas menjelaskan bahwa mengenai harga telah ditentukan 
secara formal oleh pihak Pegadaian. Begitu pula dengan keuntungan dan besar 
cicilan yang harus dibayar perorang.. Jumlah cicilan perbulan tetap walaupun 
harga emas naik atau turun. Misalnya, pihak pegadaian disebut sebagai pihak 
pertama dan nasabah disebut sebagai pihak kedua. Pihak kedua ingin membeli 
logam mulia emas kepada pihak pertama sejumlah 10 gram emas senilai 
Rp5.680.000. Harga emas keseluruhan yang harus dibayar pihak kedua ditambah 
margin keuntungan sejumlah Rp142.000  adalah sebesar Rp5.822.000 dengan 
jumlah anggota arisan sebanyak 10 orang. Uang muka dibayar ketika transaksi 
dilakukan yaitu senilai Rp852.000, yakni 15% dari harga keseluruhan emas. Dan 
jumlah cicilan yang harus dibayar perorang juga telah ditentukan oleh pihak 
kedua, seperti yang tertera dalam tabel 1.1.  
Menurut pengamatan Penulis, bahwa cicilan yang dibayar per orang jika 
dikalkulasikan melebihi dari harga yang cash atau pendapatan yang akan diterima 
oleh pihak kedua. Sehingga transaksi ini sama halnya dengan transaksi kredit pada 
produk perbankan konvensional pada umumnya.  
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Oleh karena nasabah atau pihak kedua dari transaksi jual beli arisan emas 
ini terdiri dari beberapa orang, maka salah satu dari mereka ditunjuk untuk 
menjadi ketua yang akan bertransaksi langsung dengan pihak pegadaian mewakili 
anggota. Ketua yang telah ditunjuk berkewajiban untuk mengumpulkan atau 
menagih uang angsuran masing-masing anggota arisan. 
Seperti penjelasan diatas, bahwa jumlah cicilan yang dibayar nasabah tetap 
sampai akad berakhir. Maka resiko naik turunnya harga emas dipasaran tidak 
dapat dihindari baik oleh pihak nasabah atau pun pihak pegadaian. Resiko naiknya 
harga emas akan ditanggung oleh pihak pegadaian dan resiko turunnya harga 
emas akan ditanggung oleh pihak nasabah. 
Turunnya harga emas yang resikonya akan ditanggung oleh pihak nasabah 
menjadi pilihan nasabah, di mana seharusnya nasabah dapat membeli emas 
dengan harga murah di pasar dagang. Sedangkan naiknya harga emas di pasaran 
tentunya akan berdampak pada pendapatan Pegadaian Syariah Banda Aceh. Untuk 
menghadapi resiko ini pastinya telah disiapkan solusi-solusi yang mampu 
menuntaskan persoalan tersebut tanpa mengurangi pendapatan pihak Pegadaian. 
Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka perlu adanya 
penelitian ilmiah lebih lanjut. Penulis tertarik untuk meneliti masalah ini di 
Pegadaian Syariah Banda Aceh karena sejauh penelusuran Penulis yang 
menawarkan produk arisan emas hanya Pegadaian Syariah, khususnya cabang 
Banda Aceh. Masalah ini sangat menarik untuk diteliti untuk dapat mengetahui 
mekanisme penentuan harga beserta jumlah cicilan yang harus dibayar perorang 
dan perbulannya dengan menggunakan akad murābaḥah dalam penjualan produk 
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MULIA arisan yang diterapkan oleh lembaga Pegadaian Syari’ah Banda Aceh dan 
tinjauan hukum Islam terhadap sistem akad murābaḥah yang dipraktikkan di 
Pegadaian Syariah Banda Aceh. Dalam hal ini Penulis bermaksud untuk 
mengadakan penelitian tentang “Mekanisme Akad Murābaḥah dalam Penjualan 
Produk MULIA Arisan pada Pegadaian Syariah (Ditinjau Menurut Hukum 
Islam)”. 
 
1.2  Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dan supaya 
penelitian ini mengarah pada persoalan yang dituju, maka penulis membuat 
rumusan masalah, diantaranya adalah: 
1. Bagaimana sistem penetapan harga emas dalam penjualan produk MULIA 
Arisan pada Pegadaian Syariah Banda Aceh? 
2. Bagaimana manajemen resiko untuk menghindari dampak kenaikan harga 
logam mulia bagi pendapatan Pegadaian Syariah Banda Aceh? 
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme akad murābaḥah 
dalam penjualan produk MULIA Arisan yang dipraktikkan pada Pegadaian 
Syariah Banda Aceh? 
 
1.3  Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian 
ini adalah:  
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1. Untuk mengetahui sistem penetapan harga emas dalam penjualan produk 
MULIA Arisan pada Pegadaian Syariah Banda Aceh. 
2. Untuk mengetahui manajemen resiko untuk menghindari dampak kenaikan 
harga logam mulia bagi pendapatan Pegadaian Syariah Banda Aceh. 
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme akad 
murābaḥah dalam penjualan produk MULIA Arisan yang dipraktikkan 
pada Pegadaian Syariah Banda Aceh. 
 
1.4  Penjelasan Istilah 
Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman, kekeliruan dan 
memudahkan pembaca dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul 
penelitian diatas, maka perlu diuraikan terlebih dahulu istilah-istilah yang 
dimaksud, di antaranya yaitu: 
1.4.1. Mekanisme 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mekanisme adalah cara kerja suatu 
organisasi (perkumpulan).11 Mekanisme adalah suatu alat atau tata cara untuk 
memperbaiki atau menyelesaikan suatu persoalan yang telah direncanakan, 
diprogramkan atau diselenggarakan dan dianggap sulit sehingga diperlukan 
langkah-langkah yang tepat (solusi untuk menyelesaikannya).12 Dengan demikian, 
pengertian mekanisme yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah 
proses atau tata cara dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengatur, 
                                                             
11 PT. Gramedia Pustaka Utama, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: 
PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 895. 
12 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 
1989), hlm. 750. 
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mengendalikan dan menyelesaikan suatu permasalahan yang ada agar segala 
aktivitas berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 
 
1.4.2. Akad Murābaḥah  
Murābaḥah adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual 
kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu 
berang dengan keuntungan dan harga yang transparan. Akad murābaḥah adalah 
akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan 
(margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.13 
 
1.4.3. Produk MULIA Arisan 
Arisan adalah kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama 
oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa 
yang memperolehnya, undian dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota 
memperoleh barang tersebut.14 Produk MULIA Arisan (Murabahah Logam Mulia 
untuk Investasi Abadi Arisan) merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh 
Pegadaian Syariah untuk memudahkan nasabah dalam memperoleh emas. Produk 
ini dilakukan dengan sistem undian atau julo-julo sampai seluruh nasabah 
memperoleh emas. 
 
1.5  Kajian Pustaka 
Sepanjang penelusuran, bahwa penelitian atau pembahasan yang pernah 
dilakukan sebelumnya mengenai mekanisme akad murābaḥah dalam transaksi 
                                                             
13 Mardani, Fiqih Ekonomi Syari’ah, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 136. 
14 Tri Kurnia Nurhayati, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: Eska Media), hlm. 
86. 
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jual beli pada Pegadaian Syari'ah Banda Aceh belum ada kajian yang membahas 
secara mendetail dan lebih spesifik tentang “Mekanisme Akad Murābaḥah dalam  
Penjualan Produk MULIA Arisan pada Pegadaian Syari’ah Banda Aceh (Ditinjau 
Menurut Hukum Islam)”. Meskipun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan 
skripsi penulis. 
Di antara tulisan yang berkaitan dengan skripsi ini adalah skripsi yang 
ditulis oleh Mardiaton, tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas 
Kebebasan Berkontrak dalam Akad Murābaḥah (Analisis Kontrak Perjanjian 
Murābaḥah pada PT. Bank Aceh Syari’ah Cabang Pembantu IAIN Banda 
Aceh)”.15 Dalam tulisan ini membahas tentang pembuatan akad murābaḥah serta 
kaitannya dengan asas kebebesan berkontrak. Dalam kajian asas kebebasan 
berkontrak dalam proses pembuatan akad murābaḥah  menurut hukum perjanjian 
Islam, pihak bank tidak sepenuhnya menerapkan prinsip keadilan, persamaan 
hukum dan keseimbangan posisi para pihak.artinya dalam proses pembuatan 
kontrak, pihak nasabah tidak diberikan kesempatan untuk ikut dalam perumusan 
kontrak, pihak nasabah tidak diberikan kesempatan untuk ikut dalam perumusan 
kontrak/perjanjian murābaḥah. Nasabah hanya diberikan sedikit kesempatan 
untuk bernegosiasi isi kontrak pada hal-hal tertentu saja. Dari penelitian ini, 
penulis melihat bahwa tidak ada kajian mengenai mekanisme akad murābaḥah, 
khususnya sistem penentuan harga yang dilakukan antara nasabah dan pihak 
perbankan  dalam bertransaksi jual beli atau pembiayaan. 
                                                             
15 Mardiaton, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dalam Akad 
Murābaḥah (Analisis Kontrak Perjanjian Murābaḥah pada PT. Bank Aceh Syari’ah Cabang 
Pembantu IAIN Banda Aceh)” (Skripsi yang tidak dipublikasi), Syariah Mu’amalah al-Iqtishad, 
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2013, hlm. 88. 
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Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Ida Sajida T.M. Nasir, tentang 
“Sistem Penentuan Persentase Besaran Margin pada Produk Murābaḥah dalam 
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Bank Mandiri (BSM) Cabang Ulee 
Kareng)”.16 Tulisan ini membahas tentang metode yang digunakan pihak bank 
dalam penentuan margin keuntungan dari pembiayaan murābaḥah dengan 
ketentuan yang berlaku. Dalam tulisan ini tidak membahas secara khusus 
mengenai mekanisme akad murābaḥah yang dilakukan pihak bank dalam 
transaksi jual beli produk murābaḥah. 
Skripsi lain yaitu yang ditulis oleh Ziko Hamdi, tentang “Analisis 
Penetapan Harga Produk Murābaḥah pada Bank Aceh Syari’ah Banda Aceh”. 17 
Tulisan ini membahas tentang pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan pihak 
bank ketika ingin menurunkan harga produk murābaḥah. Dalam tulisan ini tidak 
membahas tentang mekanisme akad murābaḥah secara khusus. 
Selanjutnya, skripsi yang berjudul “Pengaruh BI Rate terhadap Penetapan 
Margin Murābaḥah pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Mandiri Cabang  
Pembantu Darussalam)”, yang ditulis oleh Ratna Putri.18 Tulisan ini membahas 
tentang bagaimana pengaruh BI terhadap penetapan margin murābaḥah pada 
Bank Syariah. dalam hal ini, Ratna Putri menjelaskan bagaimana penetapan 
                                                             
16 Ida Sajida T.M. Nasir, “Sistem Penentuan Persentase Besaran Margin pada Produk 
Murābaḥah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Bank Syari’ah Mandiri (BSM) 
Cabang Ulee Kareng)” (Skripsi yang tidak dipublikasi), Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas 
Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2016, hlm. 58. 
17 Ziko Hamadi, “Analisis Penetapan Tingkat Harga Produk Murābaḥah pada Bank Aceh 
Syari’ah Banda Aceh” (Skripsi yang tidak dipublikasi), Muamalah wa al-iqtishad, Fakultas 
Syari’ah, IAIN Ar-Raniry, 2012, hlm. 60. 
18 Ratna Putri, “Pengaruh BI Rate terhadap Penetapan Margin Murābaḥah pada Bank 
Syariah (Studi Kasus pada Bank Mandiri Cabang Pembantu Darussalam)” (Skripsi yang tidak 
dipublikasi), Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2013, 
hlm. 67. 
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margin murābaḥah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Darussalam. 
Dalam skripsi ini Ratna Putri hanya menjelaskan tentang pengaruh BI Rate 
terhadap penetapan margin murābaḥah. 
Sedangkan pada skripsi lain yang ditulis oleh Rinawati, yang berjudul 
“Analisa tentang Tingkat Margin Pembiayaan Murābaḥah pada Lembaga Mikro 
Finance dan Perbankan Syariah Banda Aceh”19 menjelaskan tentang bagaimana 
fungsi perbankan syariah itu sendiri dalam menerapkan akad murābaḥah. 
Selanjutnya Rinawati juga membahas bagaimana perbandingan persentase margin 
murābaḥah yang terdapat pada Baitul Qiradh BIMA dan Bank Aceh Syariah, 
dalam hal ini memang terdapat perbedaan persentase margin yang cukup tinggi 
antara Bank Aceh yang menetapkan margin murābaḥah pada angka 7% per tahun 
dengan Baitul Qiradh BIMA yang mengambil marginnya pada kisaran 21,6% per 
tahun. Namun dalam penjelasannya, Rina tidak memaparkan bagaimana 
sebenarnya cara menentukan margin itu sendiri pada setiap perbankan.  
Mengingat tulisan mengenai mekanisme akad murābaḥah dalam jual beli 
emas dengan arisan pada Pegadaian Syariah belum ada yang meneliti, maka 
Penulis memandang perlu untuk meneliti lebih dalam tentang mekanisme akad 
murābaḥah dalam penjualan produk MULIA Arisan pada Pegadaian Syariah 
Banda Aceh. 
 
 
 
                                                             
19 Rinawati, “Analisa tentang Tingkat Margin Pembiayaan Murābaḥah pada Lembaga 
Mikro Finance dan Perbankan Syariah” (Skripsi yang tidak dipublikasi), Hukum Ekonomi 
Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2012, hlm. 50. 
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1.6  Metode Penelitian 
Dalam setiap penelitian skripsi tentu diperlukan adanya data-data yang 
lengkap dan objektif. Selain itu, juga terdapat metode dan cara tertentu yang 
sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Adapun langkah-langkah yang 
harus ditempuh dalam melakukan metodologi penelitian adalah sebagai berikut: 
1.6.1. Pendekatan Penelitian 
Adapun pendekatan penelitian yang digunakan Penulis dalam pembahasan 
skripsi ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang dalam 
pengumpulan data bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal 
dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, memo, dan 
dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah 
ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci, 
dan tuntas. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini 
dilakukan dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku 
dengan menggunakan metode deskriptif. 
 
1.6.2. Jenis Penelitian 
Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, penulis menggunakan jenis 
metode penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penulis menggambarkan 
mekanisme akad murābaḥah yang diterapkan pada Pegadaian Syari’ah Banda 
Aceh. 
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1.6.3. Metode Pengumpulan Data 
Dalam pengambilan data yang akurat dan tepat sebagai pendukung 
penelitian dibutuhkan metode pengumpulan data. Untuk itu penulis menggunakan 
dua metode pengumpulan data yaitu: 
1. Metode field research (penelitian lapangan) 
Metode field research (penelitian lapangan) ini dilakukan dengan cara 
langsung mendatangi Pegadaian Syariah Banda Aceh untuk meneliti 
bagaimana mekanisme akad murābaḥah dalam penjualan produk MULIA 
Arisan yang dipraktikkan di Pegadaian Syariah Banda Aceh. 
2. Metode library research (penelitian kepustakaan) 
Metode library research (penelitian kepustakaan) dilakukan dengan cara 
membaca dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan yang berkaitan dengan 
topik penelitian ini, seperti buku-buku mengenai sistem akad murābaḥah 
serta buku-buku lainnya. 
 
1.6.4. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 
Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer 
(data pokok) dan data sekunder (data tambahan). Untuk memperoleh masing-
masing data tersebut, penulis menggunakan teknik dan instrumen pengumpulan 
data yang sesuai, yaitu berupa: 
a. Data primer (data pokok) 
Untuk memperoleh data primer (data pokok), penulis menggunakan teknik 
dan instrumen pengumpulan data dengan cara mengumpulkan berkas-berkas atau 
data-data tertulis pada Pegadaian Syariah Banda Aceh yang berhubungan 
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langsung dengan akad murābaḥah dalam penjualan MULIA Arisan serta 
menggunakan instrumen pengumpulan data berupa kertas dan pulpen untuk 
mencatat data yang diperoleh. 
b. Data sekunder (data tambahan) 
Untuk memperoleh data tambahan guna mendukung tercapainya tujuan 
penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa 
guidence interview yaitu wawancara yang memiliki daftar pertanyaan yang telah 
dipersiapkan terlebih dahulu (terstruktur). Wawancara ini dilakukan melalui 
komunikasi langsung dengan Pimpinan Pegadaian Syariah Banda Aceh dan/atau 
staff bagian jual beli arisan emas dengan menggunakan instrumen pengumpulan 
data berupa perekam suara (tipe recorder) atau kertas dan pulpen untuk mencatat 
secara manual informasi yang diperoleh dari narasumber. 
Setelah semua data-data tentang mekanisme akad murābaḥah dalam 
penjualan produk MULIA Arisan pada Pegadaian Syariah Banda Aceh diperoleh, 
langkah selanjutnya penulis menganalisis data tersebut dengan menggunakan 
metode penelitian yang bersifat deskripsi yaitu metode penyimpulan informasi 
yang membutuhkan penjelasan teori dan fakta (kenyataan) yang terjadi. Dalam hal 
ini, penulis menjelaskan teori akad murābaḥah dengan fakta atau mekanisme akad 
murābaḥah yang terjadi pada Pegadaian Syari’ah Banda Aceh. 
 
1.7  Sistematika Pembahasan 
Penulisan ini disusun dalam bentuk karya tulis ilmiah (skripsi) dengan 
menggunakan sistematika pembahasan untuk memberi gambaran tentang 
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pembahasan di dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis membuatnya terdiri atas 
empat bab dan masing-masing bab memiliki beberapa sub bab. Secara umum 
dapat digambarkan sebagai berikut: 
Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang 
masalah, rumusan masalah, penjelasan istilah, tujuan penelitian, metode penelitian 
dan sistematika pembahasan. 
Bab dua merupakan landasan teoritis tentang akad murābaḥah yang 
meliputi pengertian dan dasar hukum ‘aqad murābaḥah, rukun dan syarat ‘aqad 
murābaḥah, pembagian ‘aqad murābaḥah, pendapat ulama tentang ‘aqad 
murābaḥah, sistem ‘aqad murābaḥah dalam operasional ekonomi syari’ah, serta 
landasan teoritis tentang arisan emas yang meliputi pengertian dan dasar hukum 
arisan emas, serta arisan dalam pandangan hukum Islam. 
Bab tiga menjelaskan tentang mekanisme akad murābaḥah dalam 
penjualan produk MULIA Arisan pada Pegadaian Syariah Banda Aceh yang 
meliputi gambaran umum tentang Pegadaian Syariah Banda Aceh, gambaran 
umum tentang produk MULIA Arisan, sistem penetapan harga dalam penjualan 
produk MULIA Arisan pada Pegadaian Syariah Banda Aceh dan tinjauan hukum 
Islam terhadap mekanisme ‘aqad murābaḥah dalam penjualan produk MULIA 
Arisan di Pegadaian Syariah.  
Bab empat sebagai bab penutup yang berisikan kesimpulan dari penelitian 
beserta saran dari penulis terkait topik yang dibahas. 
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BAB DUA 
AKAD MURĀBAḤAH DALAM JUAL BELI EMAS SECARA 
ARISAN 
 
 
2.3 Konsep tentang ‘Aqad Murābaḥah 
2.3.1 Pengertian ‘Aqad Murābaḥah 
Kata murābaḥah berasal dari kata ribḥu (  حْب  ر) yang artinya 
menguntungkan.20 Sehingga murābaḥah berarti saling menguntungkan. Secara 
sederhana murābaḥah berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang 
disepakati.21 Secara istilah murābaḥah adalah jual beli barang dengan tambahan 
harga/cost plus atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur.22  
Sayyid Sabiq mengartikan murābaḥah sebagai penjualan dengan harga 
pembelian barang berikut keuntungan yang diketahui.23 Hasbi As-Shiddiqi 
menganggap murābaḥah menjual barang dengan keuntungan (laba) tertentu.24 
Pendapat lain mengatakan murābaḥah sebagai jual beli dimana harga dan 
keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli.25 
                                                             
20 Ahmad Wanson Munawir, al Munawir Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka 
Progesif, 1997), hlm. 463. 
21 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 136. 
22 M. Abdul Mujib dkk., Kamus Istilah Fiqh, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 
225. 
23 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Terj. Kamaludin A. Marzuki), Jilid XI, (Bandung: 
Pustaka, 1988), hlm. 83. 
24 Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqy, Hukum-hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar 
Madzhab), (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 353. 
25 Zainul Arifin, Memahami Bank Syari’ah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek, 
(Jakarta: Alvabet, 2001), hlm. 21. 
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Berdasarkan beberapa pengertian dari akad murābaḥah, dapat disimpulkan 
bahwa akad murābaḥah adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan 
tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam 
akad murābaḥah, bank membiayai pembelian barang kepada pembeli, kemudian 
mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada akad murābaḥah, bank 
membiayai pembelian barang yang dibutuhkan nasabahnya dengan membeli 
barang itu dari pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga 
yang ditambah keuntungan atau di-mark-up. Dengan kata lain, penjualan barang 
kepada nasabah dilakukan atas dasar cost plus profit.26 
Murābaḥah merupakan jual beli yang dibenarkan oleh syariah dan 
merupakan implementasi mu’āmalah (interaksi bisnis). Hal ini berdasarkan 
kepada firman Allah SWT.: 
 
 
Artinya: 
“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 
disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu 
sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan 
dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya 
apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 
urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), 
                                                             
26 Ibid. 
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maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 
dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah: 275) 
 
2.3.2 Dasar Hukum ‘Aqad Murābaḥah 
Sejauh pengetahuan penulis, kiranya tidak ada landasan hukum tentang 
murābaḥah oleh ulama-ulama awal. Sebab baik Al-Qur’ān maupun Hadist shahih 
tidak terdapat rujukan secara langsung tentang keabsahan transaksi murābaḥah. 
Namun demikian, ada ayat-ayat yang maksudnya dapat digunakan sebagai dasar 
atau landasan kebolehan murābaḥah. Berikut adalah beberapa landasan hukum 
mengenai kebolehan murābaḥah:  
1. Landasan Al-Qur’an: 
 
 
Artinya: 
“... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian 
karunia Allah ...” (QS. Muzammil: 20). 
 
Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagai mahluk yang hidup di dunia, 
maka senantiasa mencari rizki (karunia Allah) dengan bermuamalah, salah 
satunya dengan jual beli murābaḥah. 
 
 
 
Artinya: 
“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka 
bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 
supaya kamu beruntung” (QS. Al-Jumu’ah: 10). 
 
Ayat ini menjelaskan tentang keseimbangan antara kehidupan di dunia dan 
kehidupan di akhirat. Maka untuk mencari rizki sebagai usaha untuk hidup di 
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dunia yaitu melakukan ةuamalah terhadap sesama manusia. Termasuk di 
dalamnya jual beli murābaḥah. 
 
 
 
 
Artinya: 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.” (Q.S. An-Nisa: 29) 
 
 
Ayat di atas menegaskan bahwa segala bentuk perniagaan dibolehkan 
untuk dikerjakan kecuali dengan cara yang dilarang dalam Al-Qur’ān. Dan 
murābaḥah merupakan salah satu bentuk perniagaan yang diperbolehkan dan 
tidak ada nash yang melarangnya. 
 
 
 
 
 
Artinya: 
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah ‘aqad-’aqad itu. Dihalalkan 
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang 
demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 
mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum 
menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S. Al-Maidah: 1) 
 
Ayat tersebut di atas menganjurkan bahwa apabila ingin melakukan 
transaksi agar memenuhi akad-akad yang telah ditentukan oleh syara’ beserta 
syarat dan rukunnya. Hal ini tergantung transaksi apa yang ingin dilakukan. 
Transaksi murābaḥah termasuk akad yang telah ditetapkan oleh syara’ bahwa 
boleh dilakukan dan telah ditentukan pula syarat dan rukunnya. 
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Artinya: 
“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah 
tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau 
semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Q.S. Al-
Baqarah: 280) 
 
Ayat di atas menjelaskan bahwa memberikan hak tangguh bagi orang yang 
mengalami kesukaran adalah baik. Dalam hal ini, murābaḥah merupakan jual beli 
yang memberikan hak tangguh bagi yang tidak memiliki kemampuan untuk 
membayar secara tunai. Sehingga, murābaḥah diperbolehkan untuk 
mempraktikkannya. 
 
 
 
 
Artinya: 
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan 
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” 
(QS. Al-Baqarah: 282) 
 
Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap transaksi yang dilakukan secara 
tidak tunai maka dianjurkan untuk menulisnya dengan benar. Tulisan ini bisa 
dijadikan bukti apabila terjadi persengketaan, dalam transaksi murābaḥah. 
2. Landasan Hadits 
Sedangkan landasan hadits yang menjadi dasar murābaḥah adalah:  
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 ْن ع نب ح لا  ص   بْي  ه س الله لوسر لاق :لاق ,  هْي ب ا ْن ع   مَّل  س  و  هْي ل  ع  الله ىَّل  ص :
:  ة كْر بلْا َّن  هْي ف  ث لا ث    ر بْلا  طْل  خ  و  ة  ض  را قمْلا  و  ل  ج أ ى ل إ  عْي بْل ا  تْي بْل ل  رْي  عَّشلا ب 
هجام نبا هاور(  عْي بْل  ل  لا)
27 
 
Artinya: 
“Dari Shalih bin Shuhayb ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah saw. 
bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli 
secara tangguh, muqaradhah (mudhārabah), dan mencampur gandum 
dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu 
Majah).28  
 
Dalam hadits lain, Rasulullah Saw. menegaskan, 
  ي  ض  ر ي  رْد  خْلا دْي  ع س ي ب ا ْن ع  هْي ل  ع  الله ىَّل  ص  الله  لْو س  ر َّن أ , هْن  ع  الله
.  ضا  ر ت ْن ع  عْي بْلا ا  مَّن ا :  لا ق  مَّل  س  و )م نبا هاورا)هج29 
Artinya: 
“Dari Abu Sa’id al-Khudri, ia berkata, “Rasulullah Saw bersabda, 
Sesungguhnya jual beli adalah berdasarkan azas ridha (kerelaan hati)”. 
(HR. Ibnu Majah).30 
 
Dalam riwayat di atas dapat dipahami bahwa setiap jual beli itu diharuskan 
bagi penjual dan pemebelinya agar saling ridha meridhai antar sesamanya. 
Sehingga jual beli tersebut juga akan diridhai Allah swt. 
Sehingga dapat dikatakan bahwa akad murābaḥah merupakan suatu bagian 
dari akad jual beli yang telah dihalalkan oleh Allah swt dan Nabi Muhammad 
saw. melalui nash-nya. Yang merupakan panjualan suatu komoditas oleh penjual 
kepada pembeli melalui pemesanan kepada pemasok dengan membayar secara 
tunai atau cicilan. 
2.3.3 Rukun dan Syarat ‘Aqad Murābaḥah 
                                                             
 27 Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, Sunan 
Ibnu Majah, Juz III, Hadits No. 2289, hlm. 390, (Maktabah Syamilah). 
 28 Muhammad Nashiruddin al-Albani, Shahih Sunan Ibnu Majjah , (Terj. Ahmad Taufiq 
Abdurrahman), Jilid II, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007),  hlm. 309. 
 29 Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, Sunan 
Ibnu Majah, Juz III, Hadits No. 2185, hlm. 305, (Maktabah Syamilah). 
30 Muhammad Nashiruddin al-Albani, Shahih Sunan Ibnu Majjah, ..., hlm. 313. 
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Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi, misalnya 
rukun jual beli adalah wajib adanya penjual dan pembeli. Tanpa adanya penjual 
dan pembeli, maka jual beli tidak akan ada. Dan setiap rukunnya juga terdapat 
syarat yang harus dipenuhi  sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh syara’.  
Akad murābaḥah merupakan bagian dari jual beli. Sama halnya dengan 
jual beli, akad murābaḥah juga terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. 
Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah 
dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu yaitu 
ijāb (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabūl (ungkapan menjual dari 
penjual). Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa, unsur yang terpenting dalam 
suatu akad atau perjanjian adalah kerelaan atau keridhaan antara pihak pembeli 
dan penjual. Oleh karena itu, indikasi dari kerelaan kedua belah pihak menurut 
mereka dapat dilihat dari proses ijāb qabūl yang menggambarkan kerelaan dari 
cara mereka bertransaksi.31 
Adapun jumhur ulama berpendapat bahwa rukun dari akad murābaḥah 
yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah sebagai berikut: 
1. Pelaku akad, yaitu penjual adalah pihak yang memiliki barang untuk 
dijual, dan pembeli adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli 
barang. 
2. Objek akad, yatu mabi’ (barang dagangan) 
3. Ṡaman (harga) 
                                                             
 31 Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 115. 
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4. Ṣigah, yaitu Ijāb dan Qabūl.32 
Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rukun di atas adalah 
sebagai berikut: 
1. Pelaku akad 
Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad 
yaitu penjual dan pembeli, harus memenuhi syarat: 
a. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang akan melakukan akad 
haruslah telah baligh dan berakal. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila 
dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya. 
b. Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang 
tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan 
pembeli.33 
c. Suka rela (riḍa), tidak dalam keadaan terpaksa/dipaksa/di bawah 
tekanan.34 
2. Objek akad 
Adapun syarat objek akad yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut: 
a. Barang harus sudah dalam penguasaan penjual, tetapi penjual dapat 
berjanji untuk menjual meskipun barang belum berada dalam 
penguasaannya. 
b. Tidak termasuk barang yang diharamkan atau dilarang. 
c. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. 
                                                             
32 Askarya, Akad dan Produk Bank Syari’ah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 
hlm. 82. 
33 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 75. 
34 Tim Perkembangan Perbankan Syari’ah Institut Bankir Indonesia, Bank Syari’ah, 
Konsep, Produk dan Implementasi Operasional, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 77. 
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d. Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima 
pembeli. 
e. Miliki sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin 
pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.  
3. Ṡaman (harga)  
a. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya. 
b. Boleh diserahkan pada waktu akad, apabila harga barang tersebut 
diserahkan kemudian, maka waktu pembayarannya harus jelas.35 
Adapun beberapa ketentuan pokok murābaḥah mengenai harga jual antara 
lain sebagai berikut: 
a. Harga jual harus ditetapkan pada awal perjanjian dan tidak boleh berubah 
selama jangka waktu pembayaran angsuran. 
b. Murābaḥah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara 
eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan djualnya dan 
menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan 
yang diinginkan.36 
c. Tingkat keuntungan dalam murābaḥah dapat ditentukan berdasarkan 
kesepakatan bersama dalam bentuk persentasi tertentu dari biaya. 
Keuntungan yang diminta penjual hendaknya jelas, karena keuntungan 
adalah bahagian dari harga barang. Sementara mengetahui harga barang 
adalah syarat sah jual beli.37 
                                                             
35 Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, ..., hlm. 119. 
36 Askarya, Akad dan Produk Bank Syari’ah, ..., hlm. 83. 
37 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Darul Fikr, 2007), hlm. 359. 
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d. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang 
seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan ke dalam 
biaya perolehan untuk menentukan harga rata-rata dan margin 
keuntungan didasarkan pada harga rata-rata ini. 
e. Murābaḥah dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang 
dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, 
barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip murābaḥah. 
f. Bank dapat meminta uang muka kepada nasabah, yang menjadi bagian 
pelunasan piutang murābaḥah apabila murābaḥah jadi dilaksanakan.38 
4. Ijāb dan qabūl 
Adapun syarat ijāb dan qabūl adalah sebagai berikut: 
a. Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad. 
b. Ijāb qabūl boleh dilakukan secara lisan atau secara tertulis dan dapat juga 
melalui cara-cara komunikasi modern pada saat ini. 
c. Antara ijāb qabūl (serah terima) harus selaras atau sesuai. 
d. Ijāb qabūl itu dilakukan dalam satu majelis, yaitu dengan kedua pihak 
yang hadir bersama atau dalam satu mejelis di mana pihak yang tidak 
hadir mengetahui penawaran yang dibuat.39 
 
2.3.4 Pembagian Murābaḥah 
 
Hal yang mendasari pembagian murābaḥah adalah di antaranya sebagai 
berikut:  
                                                             
38 Muhammad, Sistem dan rosedur Operasional Bank Syari’ah, hlm. 109. 
39 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih dan Perundangan Islam, (Terj. Syed Ahmad Syed Hussein), 
(Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka), hlm. 378. 
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1. Murābaḥah berdasarkan kepemilikan terhadap barang atau produk.  
a. Barang atau produk telah dikuasai atau dimiliki oleh pihak penjual pada 
waktu negosiasi. Dalam hal ini pembelian terjadi pada saat  itu juga, karena 
barang atau produk telah berada dalam kekuasaan penjual, sehingga 
pembeli tidak usah melakukan pemesanan terlebih dahulu.  
b. Barang atau produk tidak dimiliki oleh pihak penjual. Apabila yang terjadi 
demikian maka sistem yang digunakan adalah murābaḥah kepada pemesan 
pembelian (murābaḥah KPP). Misalnya seseorang ingin membeli barang 
tertentu dengan spesifikasi tertentu, sedangkan barang tersebut belum ada 
saat pemesanan, maka si penjual akan mencari barang yang sesuai dengan 
spesifikasinya kemudian menjualnya kepada si pemesan. transaksi 
murābaḥah melalui pemesanan ini adalah sah dalam fiqih Islam, antara lain 
dikatakan oleh Muhammad Ibnu Hasan asy-Syahibani, Imam Syafi'i, dan 
Imam Ja'far ash-Shiddiq. 40 
2. Murābaḥah berdasarkan pembayaran. Berdasarkan pembayaran murābaḥah 
dibagi menjadi dua:41  
a. Pembayaran secara tunai (bai' naqdan). 
b. Pembayaran dengan cicilan (bai' bitsaman ajil)  
Dalam murābaḥah dengan pembayaran secara cicilan, dalam memperoleh 
keuntungan atau mark up dalam setiap cicilannya tidak boleh berbanding lurus 
dengan waktu atau bisa diartikan dari pembelian asal pihak penjual memperoleh 
keuntungannya 10% dari harga setiap bulannya. Maka, yang demikian itu tidaklah 
                                                             
 40 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, (Jakarta: Gema 
Insani Press, 2001), hlm. 87. 
41 Ibid, hlm. 90. 
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benar karena hal tersebut sama dengan bunga berbunga dan hal tersebut 
merupakan bentuk riba yang dilarang dalam Islam. Dalam menentukan 
keuntungan (mark up) pihak penjual menentukankannya sekali yaitu pada 
transaksi awal atau tidak mengambil keuntungan setiap bulan waktu pembeli 
melakukan angsurannya atau dalam menentukan keuntungan tidak berbanding 
lurus dengan waktu. Maka, yang demikian itu diperbolehkan dalam Islam.  
 
2.3.5 Pendapat Ulama tentang Kebolehan ‘Aqad Murābaḥah  
 
Konsep akad murābaḥah tidak pernah secara langsung dibicarakan dalam 
Al-Qurān meskipun terdapat banyak penjelasan tentang acuan jual beli, laba rugi 
dan perdagangan. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan pendapat di kalangan 
para fuqaha. Demikian pula, di dalam Hadist juga tidak ada rujukan langsung 
kepada murābaḥah. 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, murābaḥah merupakan jual beli 
dengan harga pokok ditambah keuntungan. Harga pokok yang dimaksudkan 
adalah harga asli dari barang yang akan dibeli oleh pembeli. Dalam hal ini ada 
perbedaan di kalangan para ulama mengenai pengertian dari harga pokok tersebut, 
ada yang menyatakan harga pokok adalah harga asli dari barang yang akan dibeli, 
tetapi ada pula yang menyatakan harga pokok adalah harga dari barang tersebut 
ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses pembelian barang 
tersebut.  
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Adapun mengenai pendapat para ulama tentang biaya apa saja yang dapat 
dibebankan pada harga pokok tersebut antara lain adalah: 42 
1. Ulama Malikiyyah membolehkan pembebanan biaya langsung terkait dengan 
transaksi jual beli tersebut dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan 
transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang tersebut.  
2. Ulama Syafi’iyyah memperbolehkan menambah biaya-biaya yang secara 
umum timbul dalam transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri 
karena komponen ini termasuk dalam keuntungan, begitu pula dengan biaya-
biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan dalam 
komponen biaya-biaya.  
3. Ulama Hanafiyyah memperbolehkan menambah biaya yang secara umum 
timbul dalam transaksi jual beli namun mereka tidak membolehkan biaya yang 
semestinya dikerjakan oleh penjual.  
4. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak 
langsung dapat dibebankan pada harga pokok selama biaya- biaya tersebut 
harus dibayarkan pada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang 
dijual.  
Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa keempat madzhab membolehkan 
pembebanan biaya langsung yang harus dibayar pada pihak ketiga atau suplaier.43 
Keempat madzhab juga sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung 
yang berkaitan dengan pekerjaan yang semestinya dikerjakan oleh penjual 
                                                             
42 Adiwarma A. Karim, Bank Islam Analaisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: 
RajaGrafindo, 2016), hlm. 114. 
43 Dalam kasus murābaḥah di Pegadaian Syariah Banda Aceh, pihak pegadaian tidak 
mempunyai barang seperti apa yang diminta oleh nasabah maka dari itu pihak pegadaian 
membutuhkan pihak ketiga dalam hal penyedia barang, yang mana dalam hal ini adalah suplier.  
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maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang bersinggungan. 
Keempat madzhab juga sepakat membolehkan pembebanan biaya tidak langsung 
yang dibayarkan pada pihak ketiga dan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak 
ketiga, namun apabila pekerjaan dilakukan oleh penjual maka madzhab Imam 
Malik tidak membolehkan, sedang madzhab yang lain sepakat tidak membolehkan 
pembebanan biaya tidak langsung apabila tidak menambah nilai barang atau 
berkaitan dengan hal-hal yang berguna. 44 
Laba atau keuntungan merupakan tambahan harga yang diperoleh 
pedagang antara harga pembelian dan penjualan barang yang 
diperdagangkannya.45 Syarat utama dalam murābaḥah adalah adanya keuntungan 
yang disepakati, karena dalam definisinya adalah “keuntungan yang disepakati”. 
Karakteristik murābaḥah adalah penjual harus memberi tahu pembeli tentang 
harga pembalian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan 
dalam biaya tersebut.46  
Adiwarman A. Karim mengatakan bahwa dalam Al-Qur’ān mengijinkan 
perdagangan, yaitu jual beli dengan laba, karena tidak ada pembatasan yang legal 
atas jumlah laba yang boleh diambil seseorang dari suatu penjualan maka 
lembaga-lembaga keuangan syari’ah, khususnya pegadain syari’ah, secara teoritis 
bebas untuk menentukan berapa mark up untuk suatu kontrak murābaḥah. Hal ini 
juga diperkuat dengan hadist dari Nabi Muahammad SAW yang menunjukkan 
                                                             
44 Adiwarma A. Karim, Bank Islam Analaisis Fiqih dan Keuangan, ..., hlm. 114. 
45 Yusuf Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 
588. 
46 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, ..., hlm. 113 
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bahwa seseorang berhak menentukan besarnya laba keuntungan yang diambil oleh 
penjual. Dari Urwah Al-Bariqi ra, 
 
ا َّن أ َّي بَّنل   ٰاللّ ىَّل  ص  ها طْع أ  مَّل س  و  هي ل ع    را نْي  دا   ه ل ي  ر تْش ي   ةا ش  ه ب   ه ل ى  ر تْشا ف  ه ب
  نْي تا ش  عا ب ف  ا  م ها دْح إ  و  را نْي  د ب  ةا ش  و  رانْي  د ب  ه  ءا  ج ْلا ب  ه لا ع د ف .  ه  عْي ب ي ف  ة ك  ر ب  و  اك  ن
  ب ارُّتلا ى  ر تْشا  و ل  ر ل  ب  هْي ف  ح٠ (هاور دواد وبأ( 47  
 
Artinya: Bahwa Nabi SAW memberinya (Urwah) satu dinar untuk dibelikan 
kambing, maka dibelinya dua ekor kambing dengan uang satu dinar 
tersebut, kemudian dijualnya yang satu ekor tersebut dengan harga 
satu dinar, setelah itu dia datang kepada Nabi dengan membawa uang 
satu dinar dan satu kambing, kemudian beliau mendoakan semoga jual 
belinya mendapat berkah dan seandainya uang tersebut dibelikan 
tanah niscaya akan untung pula. (HR. Abu Daud) 48 
 
Ciri-ciri dari murābaḥah yang lain adalah adanya penundaan pembayaran. 
Secara Fiqih, pembayaran murābaḥah dapat dilakukan secara tunai (naqdan) atau 
penundaan pembayaran (bitsaman ajil). Dalam penerapannya di lembaga 
keuangan syariah, murābaḥah secara tunai jarang digunakan. yang sering 
diterapkan adalah murābaḥah  dengan penundaan pembayaran. murābaḥah 
dengan penundaan pembayaran ini dicirikan dengan adanya penyerahan barang di 
awal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad) baik dalam bentuk 
angsuran atau dalam bentuk sekaligus.49  
Ibnu Rusdi mengartikan penangguhan pembayaran dalam pembelian 
sebagai pembelian tenggat waktu, yang mana beliau mensyaratkan pembeli harus 
                                                             
 47 Abu Dawud Sulaymān ibn al-Ash'ath al-Azdi as-Sijistani, Sunan Abi Dawud, Bab fil 
madhārib yukhālif, Juz IV, Hadits No. 3384, hlm. 266, (Maktabah Syamilah). 
48Muhammad Nashruddin Al-Bani, Shahih Sunan Abi Daud, (Terj. Abdi Mufid Ihsan dan 
M. Soban Rohman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 558.  
 49 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, (Jakarta: Gema 
Insani Press, 2001), hlm. 90. 
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mengetahui tentang waktu pembayaran yang jelas.50 Sedangkan M. Ridwan 
mengartikan sebagai jual beli bayar tangguh dimana pihak pembeli harus 
mengembalikan pinjamannya dengan cara ditangguhkan atau jatuh tempo.51 
Ulama-ulama yang berkeberatan dengan jual beli secara tangguh atau 
kredit, adalah ulama-ulama yang bermadzhab Hanafiah dan Syafi’iyyah. Mereka 
berpendapat bahwa pembelian secara kredit adalah sebagai riba nasiah, yaitu 
berwujud tambahan yang dibebankan kepada kreditur (orang yang berhutang), dan 
tentunya hal ini memberatkan sebagai pihak yang berhutang.52  
Sedangkan ulama-ulama yang menyatakan bahwa pembelian dengan 
kredit dibolehkan antara lain seperti Imam Thawus, Al Hakam dan Hamad, 
demikian Yusuf Al-Qardhawi dan juga kebanyakan ulama asalkan perbedaan 
antara tunai dengan kredit tidak terlalu jauh sehingga tidak memberatkan 
kreditur.53  
Dalam memandang penundaan pembayaran para ulama seperti, Yusuf Al-
Qardhawi dan yang lainnya tidak ada perbedaan diantara mereka yaitu sebagai 
pembayaran yang ditangguhkan, dengan tenggang waktu yang disepakati antara 
kedua belah pihak. 
Selanjutnya mengenai kebolehan akad murābaḥah ada perbedaan 
pandangan di kalangan para ulama, hal ini disebabkan karena dalam Al-Qur’ān 
bagaimanapun juga, tidak pernah secara langsung membicarakan tentang 
                                                             
50 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Jilid III, (Semarang: Assyifa, 1990), hlm 183. 
51 M. Ridwan, Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 
58. 
52 Suwardi K Lubis, Hukum-Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,  2004),  hlm. 
143. 
53 Ibid. 
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murābaḥah, meski disana terdapat tentang acuan jual-beli, laba-rugi dan 
perdagangan. Demikian pula tampaknya tidak ada hadis yang memiliki rujukan 
langsung kepada murābaḥah.  
Para Ulama generasi awal, semisal Malik dan Syafi’i yang secara khusus 
mengatakan bahwa jual beli murābaḥah adalah halal, tidak memperkuat pendapat 
mereka dengan suatu hadis pun. Al-Kaff, seorang kritikus murābaḥah 
kontemporer, menyimpulkan bahwa murābaḥah adalah “salah satu jenis jual beli 
yang tidak di kenal pada jaman Nabi atau para Sahabatnya”. Menurutnya, para 
tokoh Ulama mulai menyatakan pendapat mereka mengenai murābaḥah pada 
seperempat pertama abad kedua Hijriyah, atau bahkan akhir Hijriyah. Mengingat 
tidak adanya rujukan lagi di dalam Al-Qur’ān maupun Hadist shahih yang 
diterima umum, para Fuqaha harus membenarkan murābaḥah dengan dasar yang 
lain. Malik membenarkan keabsahannya dengan merujuk pada praktek penduduk 
Madinah:54 
Ada kesepakatan di masyarakat Madinah tentang keabsahan seseorang 
yang membelikan pakaian di kota, dan kemudian ia membawanya ke kota lain 
untuk menjualnya lagi dengan suatu keuntungan yang di sepakati. Adapun Imam 
Syafi’i, tanpa menyandarkan pada suatu teks syari’ah berkata: “Jika seseorang 
menunjukkan suatu barang kepada seseorang dan berkata “belikan barang 
(seperti) ini untukku dan aku akan memberi keuntungan sekian,” lalu orang itu 
membelinya, maka jual beli ini adalah sah.”  
                                                             
54 Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syari’ah, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 119. 
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Fiqih Mazhab Hanafi, Marghinani, membenarkan keabsahan murābaḥah 
berdasarkaan bahwa “syarat-syarat yang penting bagi keabsahan suatu jual beli 
dalam murābaḥah dan juga karena orang memerlukannya.” Faqih dari Mazhab 
Syafi’i, Nawawi, cukup menyatakan: “murābaḥah adalah boleh tanpa penolakan 
sedikitpun.55 
 
2.3.6 Sistem ‘Aqad Murābaḥah dalam Operasional Lembaga Keuangan Syari’ah 
 
Perkembangan pasar keuangan syariah saat ini sedang marak di dunia, 
khususnya negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pasar 
keuangan syariah ini lahir dengan konsep dan filosofi yang berbeda dengan pasar 
keuangan konvensional. Bank syariah lahir dengan konsep dan filosofi interest 
free, yang melarang penerapan bunga dalam semua transaksi perbankan karena 
termasuk kategori riba.56 
Instrumen-instrumen yang diperdagangkan di pasar keuangan syariah ini 
adalah seperti produk yang ada pada perbankan syariah, produk asuransi syariah, 
produk pergadaian syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah dan lain 
sebagainya.57 Produk-produk ini dipasarkan dalam masing-masing lembaga, yakni 
perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan pasar modal syariah. 
Yang mana lembaga-lembaga ini termasuk ke dalam Lembaga Keuangan Syariah.  
Pengertian lembaga keuangan syariah sendiri merupakan suatu badan 
usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan 
(financial assets) maupun non-financial assets atau aset riil berlandaskan konsep 
                                                             
55 Ibid. 
56 Ahmad Rodoni, Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), hlm. 1-2.  
57 Ibid, hlm. 4. 
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syariah.58 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 
Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 bahwa lembaga keuangan syariah merupakan 
badan atau lembaga yang kegiatannya menarik dana dari masyarakat dan 
menyalurkannnya kepada masyarakat berlandaskan prinsip syariah. Dari 
pengertian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan syariah 
adalah semua badan usaha atau lembaga yang bergerak di bidang keuangan 
syariah yang melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada 
masyarakat, terutama dalam membiayai investasi pembangunan.59 
Lembaga keuangan syariah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: lembaga 
keuangan deposito syariah (depository financial institutional syariah) yang 
disebut lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah non 
depositori (non depository financial institutional syariah) yang disebut lembaga 
keuangan syariah bukan bank. Peranan kedua lembaga keuangan syariah ini 
adalah sebagai perantara keuangan (financial intermediation) antara pihak yang 
memiliki kelebihan dana atau unit surplus (ultimate lenders) dan pihak yang 
kekurangan dana atau unit defisit (ultimate borrowers).60 
Dengan demikian, sistem operasional lembaga keuangan syari’ah dapat 
disimpulkan terdiri atas sistem perhimpunan, sistem penyaluran dana yang 
dihimpun, dan sistem penyediaan jasa keuangan. Jika dibandingkan antara sistem 
operasional lembaga keuangan syari’ah dan lembaga keuangan syari’ah 
konvensional, perbedaannya terletak pada mekanisme perolehan keuntungan pada 
pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. 
                                                             
58 Ibid, hlm. 5. 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
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Mekanisme pemerolehan pendapatan pada lembaga keuangan konvensional 
menggunakan sistem bunga, yaitu sistem yang menjanjikan pihak yang 
menyimpan uangnya atau yang menyalurkan dananya dengan persentase tertentu 
terhadap dana yang disimpan atau disalurkan. Dengan demikian, pemerolehan 
pendapatan oleh penabung atas uang yang ditabungkan tidak memiliki kaitan 
dengan pendapatan yang diperoleh bank dari mekanisme penyaluran dananya. 
Dalam hal ini, nasabah bisa langsung menghitung pendapatan yang diterimanya 
pada saat ia menyimpan uangnya di lembaga keuangan konvensional. Sistem ini 
termasuk dalam kategori riba dan dilarang dalam agama Islam.61 
Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, mekanisme 
pemerolehan keuntungan penabung pada penghimpunan pada lembaga keuangan 
syari’ah terkait erat dengan hasil pemerolehan pendapatan pada kegiatan 
penyaluran dana oleh lembaga keuangan syari’ah. Hal ini disebabkan karena 
pendapatan lembaga keuangan syari’ah menggunakan prinsip penghimpunan dan 
penyaluran yang menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ketentuan 
syari’ah yaitu sistem bagi hasil.62 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa produk-produk yang 
berkaitan dengan keuangan syari’ah akan dipasarkan di lembaga masing-masing 
di bidangnya. Salah satu produk tersebut adalah murābaḥah yang mana produk ini 
sudah berkembang dan telah dipasarkan di lembaga-lembaga keuangan syari’ah 
baik lembaga keuangan bank syari’ah maupun lembaga keuangan syariah non 
bank, khususnya Pegadaian Syari’ah. 
                                                             
 61 Rizal Yahya, Aji Erlangga Martawireja dan Ahim Abdurahim, Akuntansi Perbankan 
Syari’ah, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hlm. 55. 
 62 Ibid, hlm. 56. 
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Murābaḥah dalam praktik perbankan, bank bertindak sebagai penjual, 
sementara nasabah sebagai pembeli. Kedua pihak harus menyepakati harga jual 
dan jangka waktu pembayaran. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok 
ditambah keuntungan. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah 
disepakati tidak dapat diubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, 
murābaḥah lazimnya dilakukan dengan pembayaran cicilan (biṡaman ajil). Dalam 
transaksi ini, barang diserahkan segera setelah akad dilakukan, sedangkan 
pembayaran dilakukan secara angsur setiap bulan sebagaimana diperjanjikan.63 
Sama halnya dengan Pegadaian Syari’ah, yang menjadi pihak penjual adalah 
pihak pegadaian syari’ah sedangkan nasabah sebagai pembeli. Begitu pula tata 
cara transaksi yang dilakukan. 
 
2.4 Konsep Hukum Arisan Emas 
2.4.1 Pengertian Arisan Emas  
Menurut Kamus Besar Bahasan Indonesia, Arisan berarti kegiatan 
pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian 
diundi antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian 
dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.64 Emas 
merupakan salah satu logam mulia yang berwarna kuning dan dianggap barang 
berharga bagi siapa yang memilikinya. Jadi, arisan emas merupakan kegiatan 
arisan yang menjadikan emas sebagian objeknya.  
                                                             
63 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 223. 
64 Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, 2012, Jakarta 
Selatan: Pustaka Phoenix, hlm. 69. 
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Jenis arisan ada dua macam sebagai berikut:65  
1. Arisan sebagai investasi, arisan ini bertujuan untuk menambah modal usaha 
yang diperoleh dari hasil pengundian. Arisan jenis ini adalah arisan yang biasa 
dilakukan masyarakat pada umumnya. 
2. Arisan sebagai alat hutang, arisan ini bertujuan untuk memberikan modal 
hutang bagi peserta arisan. Modal yang paling besar dalam arisan ini adalah 
kepercayaan antar peserta arisan. Dalam transaksi arisan emas, arisan jenis ini 
yang digunakan dalam melakukan transaksi.  
Manfaat positif arisan sebagai berikut:  
a. Apabila salah satu peserta arisan mendapat arisan dibagian awal, maka hal 
tersebut dianggap pinjaman tanpa bunga.  
b. Arisan dapat menumbuhkan kebiasaan untuk menabung yang mana biasanya 
menabung uang sendiri lebih sulit dari pada menyisihkan uang sendiri karena 
dengan mengikuti arisan adanya unsur paksaan untuk memenuhi kewajiban 
sampai arisan selesai. Arisan bisa dianggap menabung bila mendapat arisan 
diakhir.  
c. Arisan dapat meningkatkan kedisiplinan dalam pembayaran uang. 
d. Belajar untuk saling percaya karena bermain arisan bila tidak ada kepercayaan 
sesama anggotanya mustahil bisa berjalan hingga semua anggota mendapat 
arisan. 
                                                             
65 Peni R pratomo, Investasi Saya Terakhir di Karung Emas atau Keranjang Sampah, 
(Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007), hlm. 35-36. 
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e. Manfaat sosialisasi dengan peserta arisan, ditengah pergeseran budaya yang 
semakin individualistik, arisan bisa menjadi salah satu cara untuk mempererat 
silaturrahmi.  
 
2.2.2   Dasar Hukum Arisan  
Arisan secara umum termasuk muamalat yang belum pernah disinggung di 
dalam Al-Qurān dan As-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan 
kepada hukum asal mu’āmalah, yaitu dibolehkan. Para ulama menyebutkan hal 
tersebut dengan mengemukakan kaedah fikih berbunyi: 
  ع  مْلا  و  دْو ق عْلا ى ف  لْص ْلْ ا ْلا  و ُّل  حْلا  ت  لا  ما  و  ج  زا 
Artinya: 
“Pada dasarnya hukum transaksi dan muamalah itu adalah halal dan 
boleh”66 
 
Dalil yang menguatkan pendapat ulama tersebut adalah sebagai berikut: 
 
 
Artinya: 
“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu” 
(Q.S. Al-Baqarah: 29) 
 
 
 
 
 
Artinya: 
“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk 
(kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan 
menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin” (Q.S. Luqman: 
20) 
 
                                                             
66  Sa’dudin Muhammad al-Kibyi, al-Muamalah al-Maliyah al-Mua’shirah fi Dhaui al-
Islam, (Beirut: 2002), hlm. 75. 
 
40 
 
 
Kedua ayat di atas menunjukkan bahwa Allah SWT. memberikan semua 
yang ada di muka bumi ini untuk kepentingan manusia, para ulama menyebutkan 
dengan istilah al-imtinan (pemberian). Oleh karenanya, segala sesuatu yang 
berhubungan dengan muamalat pada asalnya hukumnya adalah mubah kecuali ada 
dalil yang menyebutkan tentang keharamannya.67 Dalam masalah ini, tidak 
didapatkan dalil mengenai kebolehan arisan baik dari Al-Qur’an maupun dari As-
Sunnah yang melarangnya, berarti hukumnya mubah atau boleh.  
Kemudian, firman Allah SWT: 
 
 
Artinya: 
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa” (QS. Al-
Maidah: 2). 
 
Ayat di atas memerintahkan kita untuk saling tolong menolong di dalam 
kebaikan, sedang tujuan arisan itu sendiri adalah menolong orang yang 
membutuhkan dengan cara iuran secara rutin dan bergiliran untuk 
mendapatkannya, maka termasuk dalam katagori tolong menolong yang 
diperintahkan Allah swt. 
Hadits Aisyah r.a., ia berkata : 
  ه ئا س ن  نْي ب  ع  رْق أ  ج  ر  خ ا ذ إ  مَّل س  و  هْي ل ع  َّاللّ ىَّل  ص  َّاللّ  لو س  ر  نا ك
ا عي  م  ج  ه ع  م ا ت  ج  ر  خ ف  ة  صْف  ح  و  ة ش ئا ع ى ل ع  ة عْر قْلا ْت  را ط ف  هاور(
)ملسم68  
 
                                                             
67 Al-Qurtubi , Al-Jami’liAhkam al-Qur’an, jilid I, (Beirut: Dar al Kutub Al Ilmiyah, 
1993), hlm. 174-175. 
 68  Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Shahih Muslim, Juz IV, 
Hadits No. 2445, hlm. 1894, (Maktabah Syamilah). 
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Artinya: 
" Rasullulah SAW apabila pergi, beliau mengadakan undian di antara 
istri-istrinya, lalu jatuhlah undian itu pada Aisyah dan Hafsah, maka kami 
pun bersama beliau." ( HR Muslim).69 
Hadist di atas menunjukkan kebolehan untuk melakukan undian, tentunya 
yang tidak mengandung perjudian dan riba. Di dalam arisan juga terdapat undian 
yang tidak mengandung perjudian dan riba, maka hukumnya boleh. 
2.2.3   Arisan dalam Pandangan Hukum Islam 
Secara mutlak arisan adalah bagian dari adat dalam bidang muamalah. Hal 
ini karena arisan adalah budaya lokal yang lahir dari masyarakat setempat, 
khususnya di Indonesia, dan tidak terdapat pada msyarakat awal Islam serta tidak 
terdapat dalam dua sumber ajaran Islam, yaitu Al-Qur’ān dan As-Sunnah. Dengan 
demikian arisan adalah masalah ijtihādiyyah yang memerlukan penggalian 
hukum, sehingga bisa diketahui bagaimana hukumnya untuk mengklarifikasi 
bagaimana sebenarnya Islam melihat praktik arisan tersebut yang selama ini 
mengakar di kalangan masyarakat Indonesia. 
Dalam kegiatan muamalah, manusia dituntut untuk senantiasa berpegang 
teguh pada ajaran-ajaran Islam sebagai sumber etika yang didalamnya harus 
melibatkan prinsip-prinsip muamalah Islam, yaitu: 
1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang 
ditentukan lain oleh Al-Qur’an dan As-Sunnah Rasul. 
                                                             
 69 Muhammad Nashiruddin al-Albani, Ringkasan Shahih Bukhari, (Terj. Rahmatullah 
L.c), Jilid IV, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 798.  
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2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur-unsur 
paksaan. 
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat 
menghindarkan mudharat dalam hidup masyarakat.  
4. Muamalah dilakukan dengan memenuhi nilai keadilan, menghindari unsur-
unsur penganiayaana dan menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan 
dalam kesempitan. 
Jual beli dikatakan sah dalam Islam apabila terpenuhi rukun-rukun dan 
syarat-syaratnya. Adapun rukun jual beli menurut Jumhur ulama ada empat, 
yaitu:70 
1. Bai’ (penjual) 
2. Musytarī (pembeli) 
3. Ṣigah (ijāb qabūl) 
4. Ma’qud ‘alaih (benda atau barang) 
Sedang yang menjadi syarat-syarat jual beli ada empat macam yaitu syarat 
terjadinya akad, syarat terlaksanakannya akad, dan syarat kemestian (lujum). 
Tujuan dari adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari 
pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, 
menghindari jual beli gharar (terdapat unsur penipuan), riba dan lain-lain.71 
Arisan dalam kaitannya dalam jual beli emas yang dipraktikkan di 
lembaga-lembaga keuangan syariah saat ini, salah satunya adalah pegadaian 
suari’ah. Pegadaian syari’ah merupakan salah satu lembaga yang terorganisir 
                                                             
70 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 76. 
71 Ibid. 
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secara baik dan memberikan pelayanan kepada masyarakat agar dapat membeli 
emas dengan cara yang mudah dan menguntungkan. Emas merupakan barang 
yang dapat diinvestasikan yang mana harganya jarang turun bahkan cenderung 
naik.  
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa arisan merupakan 
kegiatan pengumpulan uang yang dilakukan oleh beberapa orang dengan nilai 
yang sama, yang mana merupakan wadah untuk menabung berubah fungsi 
menjadi media untuk melakukan transaksi jual beli emas. Uang yang terkumpul 
digunakan untuk membeli emas yang beratnya telah disepakati di awal. Bagi yang 
menang undian akan mendapatkan emas pertama kali. Pengumpulan uang dan 
undian ini  diadakan secara rutin sampai semua anggota arisan mendapatkannya. 
Kegiatan arisan ini biasanya dikaitkan dengan acara tertentu, seperti 
silaturrahmi antar keluarga besar, antar warga, antar organisasi, antar lembaga 
bahkan antar majlis ta’lim atau pengajian dan lain sebagainya, maka arisan itu 
mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 
1. Ikatan silaturrahmi antar sesama peserta arisan, baik jarak dekat atau jauh. 
2. Tiap peserta sepakat mengumpulkan uang secara berkala dalam tempo waktu 
tertentu. 
3. Tiap peserta sepakat akan mendapatkan uang yang setara dengan jumlah yang 
akan atau yang pernah dikeluarkan. 
4. Tiap peserta sepakat akan mendapatkan sejumlah uang pada waktu yang telah 
disepkati. 
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Berdasarkan unsur-unsur tersebut, tidak ada hal yang melanggar syariat 
Islam dalam bermuamalat. Sedangkan kedudukan dalam fiqh, arisan bisa 
dimasukkan dalam akad qard (hutang), yaitu penyerahan sejumlah harta kepada 
orang lain untuk dikembalikan lagi senilai denga harta yang telah dikeluarkan. 
Jumhur ulama juga telah berpendapat bahwa akad qard adalah akad sukarela dan 
bukan akad komersil (tijārah), sehingga dalam pengembalian hutangnya pun 
boleh disesuaikan dengan kesepakatan bersama, bahkan boleh tidak terbatas 
waktunya hingga seeorang itu bisa melunasi hutangnya.72 
Memberi hutang kepada orang lain termasuk perbuatan baik, apalagi jika 
orang yang berhutang itu sedang memerlukannya. Pada prinsipnya arisan juga 
termasuk tolong menolong antar sesama yang sudah menjadi kebiasaan di 
masyarakat. Sebagaimana yang telah dijelaskan Allah SWT. dalam firman-Nya 
Q.S. Al-Maidah ayat 2 bahwa tolong menolong adalah perbuatan yang dianjurkan 
oleh Allah SWT.  
 
          
  
                                                             
 72 Nur Kartika Sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap  Arisan Bersyarat (Studi Kasus di 
Kranggan Prajurit Kulon Mojokerto)”, Jurnal Maliyah, Vol 05, No. 01 (2015). Diakses melalui 
http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/maliyah/article/download/367/317/, tanggal 17 Juni 2017. 
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BAB TIGA 
MEKANISME AKAD MURĀBAḤAH DALAM PENJUALAN 
PRODUK MULIA ARISAN PADA PEGADAIAN SYARIAH 
BANDA ACEH 
 
 
 
3.5 Gambaran Umum tentang Pegadaian Syariah Banda Aceh 
3.1.1 Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Perum Pegadaian Syariah 
Cabang Banda Aceh  
Salah satu lembaga keuangan selain bank yang telah lama dikenal 
masyarakat adalah Perum Pegadaian. Pegadaian merupakan lembaga 
pembiayaan/pengkreditan dengan sistem gadai. Pegadaian modern awalnya 
berkembang di Italia yang kemudian dipraktekkan di wilayah-wilayah Eropa 
lainnya, misalnya Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut memasuki Indonesia 
dan dikembangkan oleh bangsa Belanda (VOC).73 
Pada awal munculnya pegadaian di Indonesia, sistem gadai ini dijalankan 
oleh pihak swasta dan dilanjutkan oleh Gubernur Jenderal Hinda-Belanda melalui 
Staatsblad Tahun 1901 No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur tentang 
pegadaian sebagai monopoli pemerintah Belanda. Tanggal 1 April 1901 didirikan 
Rumah Gadai Pemerintah (Hindia-Belanda) pertama di Suka Bumi, Jawa Barat. 
Selanjutnya, dengan Staatblad 1930 No. 266 Rumah Gadai tersebut mendapat 
status Dinas Pegadaian sebagai perusahaan negara.74 
                                                             
73 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 
388. 
74 Ibid. 
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Seiring dengan perkembangan zaman, Pegadaian telah beberapa kali 
mengalami perubahan status bentuk Badan Hukum. Pada awalnya sebagai 
Perusahaan Jawatan (1901), Perusahaan di bawah IBW (1928), Perusahaan 
Negara (1960), dan kembali ke Perjan di tahun 1969. Hingga pada tahun 1990 
dengan lahirnya PP No. 10 Tahun 1990 pegadaian memiliki status Badan Hukum 
sebagai Perusahaan Umum (Perum) dan merupakan salah satu Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) dalam lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia 
hingga sekarang. Terbitnya PP No. 10 Tahun 1990 menjadi tonggak awal 
kebangkitan Pegadaian. Dapat dilihat dari tersebarnya kantor cabang Pegadaian. 
Kantor Perum Pegadaian Pusat sendiri berkedudukan di Jakarta dan dibantu oleh 
kantor daerah, kantor perwakilan daerah dan kantor cabang. Saat ini jaringan 
usaha Perum Pegadaian telah meliputi lebih dari 500 cabang yang tersebar di 
seluruh wilayah Indonesia.75 
Bersamaan dengan berkembangnya produk-produk syariah yang terdapat 
di Lembaga Keuangan Syari’ah yang ada di Indonesia, sektor pegadaian juga ikut 
mengalaminya. Pada tanggal 10 November 2000, pemerintah mengeluarkan PP 
No. 103 Tahun 2000 tentang Perum Pegadaian, di mana Perum pegadaian 
menerapkan sistem gadai syari’ah yang dimulai sejak Desember 2003. Pegadaian 
Syari’ah hadir di Indonesia dalam bentuk kerja sama bank syari’ah dengan Perum 
Pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syari’ah (ULGS) di beberapa kota di 
wilayah Indonesia. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara 
struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Konsep operasi 
                                                             
75 Ibid. hlm. 384. 
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Pegadaian Syari’ah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas 
rasionalitas. Efisiensi dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai-nilai 
keislaman atau prinsip syari’ah.76 
Gadai syari’ah memiliki payung hukum dalam hal pemenuhan prinsip-
prinsip yang berdasarkan syari’ah. Adapun prinsip-prinsip syari’ah tersebut 
berpegang pada Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 
tentang raḥn yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang 
sebagai jaminan utang dalam bentuk raḥn dibolehkan, dan Fatwa DSN-MUI 
No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas. Sedangkan dalam aspek 
kelembagaan tetap menginduk kepada PP No. 10 Tahun 1990 tanggal 1 April 
1990. 
Perum Pegadaian memiliki jaringan yang sangat luas, yang tersebar di 
berbagai kota yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat 
dari jumlah Kantor Wilayah (Kanwil) Perum Pegadaian yang telah mencapai 12 
Kanwil, di antaranya adalah Kanwil Medan, Kanwil Balikpapan, Kanwil 
Makassar, Kanwil Palembang, Kanwil Jakarta, Kanwil Bandung, Kanwil 
Surabaya, Kanwil Manado, Kanwil Denpasar, Kanwil Pekanbaru, Kanwil 
Surakarta, dan Kanwil Semarang. Kantor Cabang Pegadaian Syariah di seluruh 
Indonesia terdiri dari 99 outlet dan Kantor Cabang Pegadaian Konvensional terdiri 
564 outlet, Perum Pegadaian Cabang Banda Aceh sendiri adalah salah satu cabang 
dari Perum Pegadaian Medan, Sumatera Utara.77 
                                                             
76 Ibid, hlm. 385. 
77 www.pegadaian.co.id, Jaringan Cabang Pegadaian. Diakses melalui situs: 
http://www.pegadaian.co.id/jaringan-cabang.php?cabang=csr&x=scPB&j=sNXh2jCjLO4uY 
G0xtDC0tHY0-I, tanggal 15 Agustus 2017.  
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Sebelumnya, Perum Pegadaian Syari’ah Cabang Banda Aceh adalah 
perum pegadaian dengan sistem konvensional. Namun, dengan adanya status 
otonomi khusus yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Provinsi Aceh serta 
diberlakukannya syari’at Islam di Aceh, dan berlandaskan PP No. 103 tanggal 10 
November 2000, maka Perum Pegadaian menerapkan sistem gadai syari’ah. Pada 
tahun 2005, Perum Pegadaian Cabang Banda Aceh disahkan menjadi Perum 
Pegadaian Syari’ah Cabang Banda Aceh. Sampai saat ini jumlah Perum 
Pegadaian Syari’ah Unit Pembantu Cabang Banda Aceh sekitar 9 unit yang 
tersebar di berbagai kawasan dalam wilayah Kota Banda Aceh, yaitu Unit 
Lamlagang, Unit Simpang Mesra, Unit Sp. Surabaya, Unit Syiah Kuala, Unit 
Setui, Unit Ulee Kareng, Unit Sabang, Unit Punge dan Unit Kampung Mulia.78 
Perubahan Perum Pegadaian Cabang Banda Aceh dari konvensional 
menjadi syari’ah dilatarbelakangi oleh adanya tuntutan dari Pemerintah Daerah 
umumnya dan masyarakat Aceh khususnya. Diverifikasi  usaha yaitu nasabah 
memiliki kebebasan untuk memilih pegadaian baik yang bersifat konvensional 
atau yang berprinsip syari’ah, mengikuti tuntutan bisnis yang sudah dipraktikkan 
oleh perbankan syari’ah terlebih dahulu, serta untuk menghindari pembajakan 
sumber daya manusia oleh pesaing. 
Hadirnya Perum Pegadaian Syari’ah sebagai suatu lembaga keuangan 
yang melayani kebutuhan mesyarakat dalam bentuk pembiayaan merupakan suatu 
hal yang sangat menggembirakan bagi seluruh masyarakat. Perum Pegadaian 
Syari’ah Cabang Banda Aceh beralamat di Jalan Imam Bonjol, NO. 14, Banda 
                                                             
 78 Riska Adriani, Penaksir pada Pegadaian Syari’ah Banda Aceh, Wawancara melalui 
Email, 26 Juli 2017. 
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Aceh. Gedung yang ditempati Perum Pegadaian Syari’ah Cabang Banda Aceh 
saat sangatlah strategis mudah dijangkau, sehingga dapat memberikan kepuasan 
dan kenyamanan bagi masyarakat yang ingin mendatangi pegadaian dan dapat 
menyelesaikan masalah dengan cepat dan mudah. 
 
3.1.2 Jenis Produk Pegadaian Syari’ah Cabang Banda Aceh 
Adapun produk-produk yang terdapat di Pegadaian Syari’ah Cabang 
Banda Aceh ada tiga produk, yaitu: 
1. Gadai Syari’ah (Ar-Raḥn) 
Produk ini merupakan bentuk pinjaman yang mudah dan praktis untuk 
memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai syari’ah. 
Jaminan dapat berupa perhiasan, elektronik ataupun kendaraan bermotor, yang 
mana jaminan ini tersimpan dengan aman di pegadaian.79 Dengan gadai syari’ah 
ini, masyarakat dapat dengan cepat memiliki uang tunai untuk keperluan dalam 
hal yang mendesak. 
Adapun proses pelunasan dapat dilakukan kapan saja sebelum jangka 
waktu beserta biaya ijārah yang telah ditetapkan, baik dengan cara sekaligus 
maupun secara angsuran. Jangka waktu maksimal 4 bulan atau maksimal 120 hari 
dengan perhitungan ijārah per 10 hari. Apabila sampai dengan 120 hari nasabah 
belum dapat melunasi, maka pegadaian syari’ah akan menawarkan kepada 
nasabah untuk dapat memperpanjang masa pinjaman sampai dengan 120 hari 
berikutnya dengan ketetapan dari pihak pegadaian agar nasabah tetap membayar 
                                                             
 79 www.pegadaian.co.id, Raḥn (Gadai berprinsip syariah). Diakses melalui situs: 
http://www.pegadaian.co.id/pegadaian-raḥn.php, tanggal 15 Agustus 2017. 
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biaya ijārah dan administrasi sesuai dengan tarif yang diberlakukan di pegadaian 
syari’ah.80 
2. Arrum 
Arrum (Ar-Raḥn untuk Usaha Mikro Menengah) adalah skim pinjaman 
yang berprinsip syari’ah bagi para pengusaha mikro kecil untuk keperluan 
pengembangan usaha dengan sistem pengembalian pinjaman secara angsuran. 
Adapun jaminan yang diminta pegadaian syari’ah kepada nasabah adalah BPKP 
atau emas.81 
Produk Arrum yang ditawarkan ada 3, yaitu: 82 
a) Arrum BPKP 
Produk ini merupakan pembiayaan dengan angsuran bulanan untuk 
pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan 
jaminan BPKB kendaraan bermotor. 
b) Arrum Emas 
Produk ini merupakan produk pembiayaan dengan jaminan emas dengan 
jangka waktu angsuran flat perbulan mulai 3, 6, 12,18, 24, sampai dengan 
36 bulan. 
c) Arrum Haji  
                                                             
 80 Riska Adriani, Penaksir pada Pegadaian Syari’ah Banda Aceh, Wawancara melalui 
Email, 26 Juli 2017. 
 81 www.pegadaian.co.id, Arrum. Diakses melalui situs: http://www.pegadaian.co.id/ 
pegadaian-arrum.php, tanggal 15 Agustus 2017. 
 82 Riska Adriani, Penaksir pada Pegadaian Syari’ah Banda Aceh, Wawancara melalui 
Email, 26 Juli 2017. 
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Produk ini merupakan pembiayaan Porsi Haji dengan menjaminkan emas 
sebesar taksiran Rp7.000.000,- dengan jangka waktu angsuran flat 
perbulan mulai 12, 18, 24, 36, sampai dengan 72 bulan. 
Arrum memiliki beberapa keuntungan bagi setiap nasabah yang 
meggunakan produk ini, antara lain sebagai berikut: 83 
1) Meningkatkan daya guna barang bergerak. Maksudnya motor atau mobil 
nasabah yang digadaikan tetap menjadi milik nasabah dan tidak akan 
mengalami kerugian selisih beli baru dan jual. 
2) Barang jaminan nasabah akan ditaksir secara cermat dan akurat sehingga 
akan tetap memiliki nilai ekonomis yang wajar karena nilai taksiran yang 
optimal. 
3) Jangka waktu pinjaman yang fleksibel dan prosedur serta persyaratan 
yang mudah merpakan tawaran bagi nasabah. 
4) Aman dan terjaga serta dijamin adanya asuransi. 
5) Sumber dana sesuai syari’ah dan operasional produk ini dibawah 
pengawasan Dewan Pengawas Syari’ah. 
3. Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi (MULIA) 
MULIA memfasilitasi kepemilikan emas melalui penjualan logam mulia 
oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan/atau dengan pola angsuran 
dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel. Investasi dalam 
bentuk logam mulia melalui produk ini memiliki beberapa keuntungan yaitu 
pembelian emas oleh nasabah dapat dilakukan secara tunai atau angsuran, logam 
                                                             
 83 www.pegadaian.co.id, Arrum. Diakses melalui situs: http://www.pegadaian.co.id/ 
pegadaian-arrum.php, tanggal 15 Agustus 2017. 
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mulia bersertifikat resmi dari PT Aneka Tambang Tbk. dan pegadaian 
menyediakan jasa penyimpanan yang aman.84  
Pembelian emas oleh nasabah secara tunai dapat dilakukan melalui Galeri 
24 Pegadaian. Sedangkan pembelian emas secara angsuran dilakukan melalui 
outlet Pegadaian. Pembelian emas secara angsuran ini terdapat pilihan bagi 
nasabah yang menginginkan emas, yaitu secara individu, kolektif dan arisan. 
Nasabah yang ingin membeli emas terdiri dari satu orang dapat dilakukan melalui 
pembelian secara individu. Sedangkan kolektif, pembelian emas dilakukan oleh 
beberapa orang. Dan nasabah yang terdiri dari beberapa orang dapat dilakukan 
pula dengan melalui mekanisme arisan atau julo-julo. 
4. Galeri 24 
Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa galeri 24 merupakan 
tempat bagi nasabah yang ingin membeli emas secara tunai.85 Jadi, nasabah yang 
menginginkan emas secara cepat dan mudah serta memiliki uang tunai maka 
dapat dilakukan transaksi melalui galeri 24 ini. 
5. Amanah 
Pembiayaan Amanah adalah pembiayaan berprinsip syariah untuk 
melayani nasabah berprofesi pegawai negeri sipil atau karyawan swasta yang 
ingin memiliki kendaraan bermotor baru atau bekas baik mobil maupun sepeda 
motor. Pembiayaan ini dilakukan dengan cara angsuran.86  
 
                                                             
 84 www.pegadaian.co.id, Pegadaian Mulia. Diakses melalui situs: 
http://www.pegadaian.co.id/ pegadaian-arrum.php, tanggal 15 Agustus 2017. 
 85 Riska Adriani, Penaksir pada Pegadaian Syari’ah Banda Aceh, Wawancara melalui 
Email, 26 Juli 2017. 
 86 Ibid. 
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6. Tabungan Emas 
Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan 
fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau.87 Layanan ini memberikan 
kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. 
 
3.1.3 Struktur Organisasi Pegadaian Syari’ah 
Ajaran Islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk melakukan 
segala sesuatu secara terorganisasi dengan rapi. Organisasi lebih menekankan 
pengaturan mekanisme kerja. Landasan inilah yang dijadikan oleh Perum 
Pegadaian Syari’ah, sehingga memiliki struktur organisasi yang dikepalai oleh 
seorang manajer dan bawahannya. Adapun struktur organisasi yang terdapat di 
Perum Pegadaian Syari’ah Cabang Banda Aceh, adalah sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber data: Pegadaian Syariah Banda Aceh 
                                                             
 87 Ibid. 
Gambar 3.1 
Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Banda Aceh 
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Struktur organisasi yang terdapat di Perum Pegadaian Syari’ah Cabang 
Banda Aceh merupakan jenis dari struktur organisasi yang menganut organisasi 
yang menganut organisasi garis. Pengertian dari struktur garis adalah suatu bentuk 
organisasi yang di dalamnya merupakan garis wewenang yang saling 
menghubungkan langsung secara vertikal antara pimpinan dan bawahan. Pada 
organisasi ini garis bersama dari kekuasaan dan tanggung jawab yang bercabang 
pada setiap tingkat pimpinan, mulai dari tingkat yang teratas sampai tingkat 
terbawah.88 
Dengan adanya kesatuan pimpinan pada satu tangan, diharapkan 
pengambilan keputusan dapat diambil dengan cepat sehingga mencapai sesuatu 
kesatuan usaha yang terarah dan dapat memotivasi setiap bawahan untuk selalu 
bertanggung jawab, bersungguh-sungguh dan serius dengan tugas masing-masing. 
Dengan demikian, suatu usaha dapat terus berubah ke arah yang lebih baik. Islam 
memandang bahwa perubahan merupakan suatu keniscayaan, hanya saja perlu ada 
penahapan. Adapun tahap tersebut adalah dimulai dari perubahan diri orang-
orangnya, serta perubahan institusinya.89 
Adapun tugas dan kewenangan dari setiap jabatan dalam struktur 
organisasi perum pegadaian Syari’ah adalah sebagai berikut:90 
 
 
 
                                                             
 88 Arfan Ikhsan Lubis, Akuntansi Keprilkuan, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm. 209. 
89 Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syari’ah dalam Praktek, (Jakarta: 
Gema Insani, 2003), hlm. 111. 
 90 Riska Adriani, Penaksir pada Pegadaian Syari’ah Banda Aceh, Wawancara melalui 
Email, 26 Juli 2017. 
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1. Pemimpin Cabang 
Tugas utama dari seorang pemimpin atau manajer  adalah menjalankan 
fungsi-fungsi manajemen, yakni perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan 
pengawasan. Fungsi-fungsi ini dijalankan guna mencapai tujuan perusahaan.  
Adapun tugas dari Pemimpin Cabang di antaranya melaksanakan kegiatan 
operasional perusahaan pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai dan 
melaksanakan usaha-usaha lainnya serta mewakili kepentingan perusahaan dalam 
hubungan dengan pihak lainnya atau masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku 
dalam rangka melaksanakan misi perusahaan. 
2. Asmen Bisnis Gadai 
Asmen Bisnis Gadai mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasi, 
melaksanakan dan mengawasi penetapan taksiran barang jaminan, penetapan 
besaran uang pinjaman, keuangan serta administrasi bisnis gadai sesuai dengan 
kewenangannya. 
3. Asmen Bisnis Emas 
Tugas dari Asmen Bisnis Emas adalah merencanakan, mengkoordinasi, 
melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional bisnis emas di Kantor Cabang 
sesuai dengan kewenangannya. 
4. Penaksir 
Karyawan Kantor Cabang yang ditugaskan sebagai penaksir barang 
jaminan, memiliki wewenang memberikan pelayanan dalam bentuk jasa kepada 
nasabahnya dengan melakukan penilaian terhadap barang jaminan yang akan 
digunakan untuk meminta pinjaman. Hasil penilaian ini kemudian digunakan 
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untuk menentukan besar kecilnya jumlah pinjaman yang dapat diterima oleh 
nasabah pemilik barang jaminan. Hasil penilaian dan penentuan tersebut 
kemudian ditulis dalam Surat Bukti Kredit (SBK) yang selanjutnya diserahkan 
kepada nasabah sebagai bahan pengambilan uang pinjaman kepada kasir. 
5. Pengelola Anggunan 
Pengelola anggunan yaitu karyawan yang bertugas mengelola 
penyimpanan barang jaminan (baik jaminan emas, perhiasan atau barang jaminan 
lainnya) serta dokumen lainnya dengan cara menerima, menyimpan, merawat dan 
mengeluarkan setiap ada pelunasan barang jaminan serta mengadministrasikannya 
sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku. 
6. Kasir 
Kasir adalah petugas yang melakukan pekerjaan penerimaan dan 
pembayaran uang serta melaksanakan tugas administrasi keuangan di Kantor 
Cabang/UPC (Unit Pembantu Cabang) sesuai dengan kewenangannya. Kasir 
bertugas unuk mencatat setiap pembayaran pinjaman serta selanjutnya dilaporkan 
kepada petugas Tata Usaha dan Akuntansi yang akan digunakan sebagai bahan 
laporan keuangan. 
7. Pranata Galery 24 
Adapun tugas Pranata Galery 24 adalah melaksanakan kegiatan 
operasional, pengadministrasian, pengembangan usaha, serta penjualan Logam 
Mulia dan bisnis emas lainnya pada Galery-24 atau Cabang/UPC.  
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8. Customer Service 
Tugas Customer Service adalah melayani nasabah dalam hal penyampaian 
produk-produk yang ada beserta penjelasannya dan memberikan pelayanan untuk 
meningkatkan kepuasan nasabah. 
 
3.1.4 Tugas dan Tujuan Perum Pegadaian Syari’ah 
Pada prinsipnya usaha pegadaian bersifat menyediakan pelayanan untuk 
memberikan manfaat bagi masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan 
berdasarkan prinsip syari’ah dengan pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, 
Perum Pegadaian memiliki tugas pokok yang harus dilaksanakan. Adapun tugas 
pokok Perum Pegadaian Syari’ah adalah menyalurkan uang pinjaman atas dasar 
hukum gadai syari’ah dengan pasar sasaran adalah mesyarakat golongan sosial 
ekonomi kecil dan dengan cara mudah, cepat dan hemat.  
Tujuan dari Perum Pegadaian adalah sebagai berikut:91 
1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu 
memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk 
mendorong pertumbuhan ekonomi. 
2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan 
kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan 
diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat. 
                                                             
91 www.pegadaian.co.id, Info Visi Misi Pegadaian. Diakses melalui situs: 
http://www.pegadaian.co.id/info-visi-misi.php, tanggal 06 Oktober 2017. 
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3. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka 
optimalisasi sumber daya perusahaan. 
 
3.6 Gambaran Umum Produk MULIA Arisan  
3.2.1 Sejarah Produk MULIA Arisan 
Emas merupakan salah satu instrumen untuk investasi yang sangat baik, 
hal ini dapat dilihat dari berbagai keunggulan emas antara lain sebagai berikut:92 
a. Tahan lama atau awet, tidak mudah berkarat sehingga tetap bagus dan 
terjaga kemurniannya. 
b. Mampu meminimalisir inflasi. Emas dikenal memiliki sifat zero inflation 
effect atau tidak berpengaruh terhadap inflasi. 
c. Emas bersifat universal, nilainya diakui di semua tempat dan semua 
Negara bahkan ketika terjadi gejolak politik dan keamanan. 
Dengan beberapa keunggulan yang dimiliki emas maka kebanyakan 
masyarakat memilih investasi melalui pembelian emas. Namun, investasi bisa 
juga dilakukan dalam bentuk lainnya, seperti deposito, properti atau tanah. 
Demikian juga mengenai tujuan yang dicapai dari investasi yang dilakukan, ada 
yang untuk biaya pendidikan anak, biaya pernikahan, biaya naik haji, ataupun 
tujuan lainnya yang dirasa sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Kebutuhan-
kebutuhan yang mendesak dari berbagai kalangan masayarakat inilah yang 
mendorong Pegadaian Syari’ah untuk menawarkan satu program untuk 
                                                             
92 Israk Ahmadsyah, Mata Uang dalam Islam, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), 
hlm. 87. 
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memfasilitasi kepemilikan emas kepada masyarakat, yaitu melalui produk 
MULIA. Produk MULIA merupakan investasi yang tidak pernah susut nilainya 
dalam bentuk logam mulia, yaitu emas. 
MULIA merupakan singkatan dari Murabahah Logam Mulia untuk 
Investasi Abadi. Melalui produk ini, Pegadaian Syari’ah memfasilitasi 
kepemilikan emas dengan menjual logam mulia atau emas kepada masyarakat 
dengan pembayaran secara tunai atau angsuran dengan proses cepat dalam jangka 
waktu tertentu yang fleksibel. 
Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa produk MULIA ini 
terdapat dua alternatif, yaitu bisa dilakukan secara individu atau kelompok. 
Alternatif pertama, yaitu nasabah yang ingin membeli emas untuk dirinya sendiri 
bisa melalui produk MULIA angsuran individu, yang mana peserta terdiri satu 
orang dan pengambilan barang dilakukan setelah angsuran lunas dibayarkan 
seperti praktik murābaḥah pada umumnya. Sedangkan alternatif kedua yaitu 
produk MULIA Arisan, yakni diperuntukkan bagi nasabah yang terdiri dari 
beberapa orang yang sama-sama ingin memiliki emas dengan mekanisme arisan 
atau julo-julo. Alternatif kedua ini merupakan penawaran baru dari Pegadaian 
Syari’ah untuk masyarakat yang ingin memperoleh emas lebih mudah dan lebih 
cepat. 
Produk MULIA Arisan ini bisa menjadi alternatif bagi masyarakat untuk 
dapat memiliki emas dengan lebih mudah karena mekanisme yang digunakan 
adalah sistem arisan. Nasabah tidak perlu menunggu angsuran lunas untuk 
mendapatkan emas kepingan. Pengambilan barang atau emas dapat dilakukan 
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setiap bulan 1 keping emas untuk satu orang, begitu seterusnya sampai semua 
peserta arisan mendapatkan emas.  
Pegadaian Syari’ah memberikan pilihan logam mulia dalam berbagai berat 
bagi kelompok arisan yang ingin memiliki emas kepingan. Adapun pilihan 
tersebut adalah dimulai dengan logam mulia yang beratnya 5 gram, 10 gram, 25 
gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram, dan 1 kilo gram. Oleh karena pembayaran 
dilakukan dengan angsuran, maka emas yang belum diserahkan kepada anggota 
arisan akan menjadi jaminan sampai semua anggota mendapat emas dan angsuran 
lunas dibayarkan. Setelah semua peserta arisan mendapat emas maka transaksi 
selesai. 
Produk MULIA Arisan mulai dipasarkan sejak tahun 2013 secara serentak 
di seluruh Indonesia. Meskipun produk ini baru, namun minat masyarakat akan 
produk ini sangatlah bagus. Pegadaian sendiri memesan emas dari PT. Aneka 
Tambang setelah transaksi akad dilakukan. Pihak pegadaian tidak hanya 
melakukan pemesanan dari PT. Aneka Tambang tetapi juga dari PT. UBS.93 
 
3.2.2 Dasar Kebijakan Produk MULIA Arisan 
Akad yang terdapat dalam lembaga keuangan syari’ah, memiliki 
konsekuensi duniawi dan ukhrawi, karena akad tersebut dilakukan berdasarkan 
hukum Islam. Setiap akad baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun 
ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad, seperti rukun dan syarat. 
Sehingga produk-produk yang ditawarkan oleh setiap lembaga keuangan syari’ah 
                                                             
 93 Riska Adriani, Penaksir pada Pegadaian Syari’ah Banda Aceh, Wawancara melalui 
Email, 26 Juli 2017. 
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dapat dinikmati oleh masyarakat sebagai nasabah, sehingga nasabah akan merasa 
puas dengan penawaran yang dilakukan melalui produk-produk yang ada di 
lembaga keuangan syari’ah.  
Setiap pengembangan produk pada lembaga keuangan syariah harus 
berdasarkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berdasarkan pengawasan 
dari Dewan Syari’ah Nasional agar setiap produk yang ada di lembaga keuangan 
syari’ah  harus sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam hukum Islam atau 
sesuai dengan garis-garis syari’ah. Sebagai standarisasi operasional produk 
lembaga keuangan syariah OJK menerbitkan buku Standar Produk Perbankan 
Syariah untuk dijadikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam 
mengembangkan produk untuk meningkatkan daya saing dan memberikan 
pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.  
Selain mengawasi pengembangan produk di setiap lembaga keuangan 
syari’ah, fungsi lain dari Dewan Syari’ah Nasional adalah meneliti dan memberi 
fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syari’ah. 
selain itu, Dewan Syari’ah Nasional bertugas memberikan rekomendasi kepada 
para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syari’ah Nasional pada suatu 
lembaga keuangan syari’ah. 
Demikian halnya dengan produk MULIA Arisan yang terdapat di 
Pegadaian Syari’ah, produk ini mulai ditawarkan atas izin dari OJK. Produk ini 
juga tidak terbebas dari pengawasan Dewan Syari’ah Nasional. Perum Pegadaian 
Syari’ah Cabang Banda Aceh dalam menawarkan produknya juga berpedoman 
kepada ketetapan Dewan Syari’ah Nasional, dengan berpegang pada Fatwa DSN 
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No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murābaḥah. Adapun ketentuan yang terdapat 
dalam fatwa tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Pegadaian dan nasabah harus melakukan akad murābaḥah yang bebas riba.  
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’at Islam. 
3. Pegadaian membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang 
telah disepakati kualifikasinya. 
4. Pegadaian membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama pegadaian 
sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.  
5. Pegadaian harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.  
6. Pegadaian kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) 
dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini 
Pegadaian harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada 
nasabah berikut biaya yang diperlukan.   
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada 
jangka waktu tertentu yang telah disepakati.   
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, 
pihak pegadaian dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.   
9. Jika Pegadaian hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang 
dari pihak ketiga, akad jual beli murābaḥah harus dilakukan setelah 
barang, secara prinsip, menjadi milik Pegadaian. 
10. Dalam jual beli ini Pegadaian dibolehkan meminta nasabah untuk 
membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.  
 
63 
 
 
11. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh 
bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.  
12. Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari uang 
muka, maka: 
1) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal 
membayar sisa harga.  
2) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal 
sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan 
tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi 
kekurangannya. 
Selain fatwa Dewan Syari’ah Nasional tersebut, yang menjadi landasan 
kebijakan terbentuknya produk MULIA Arisan adalah fatwa DSN No. 77/DSN-
MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Adapun ketentuan-
ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini adalah sebagai berikut: 
1. Harga jual (ṡaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian 
meskipun  ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. 
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan 
(raḥn). 
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak 
boleh dijualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan 
perpindahan kepemilikan. 
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3.2.3 Akad pada Produk MULIA Arisan 
Pada penjelasan sebelumnya, telah disebutkan produk-produk yang 
ditawarkan di Pegadaian Syari’ah. Yang mana akad  yang digunakan didominasi 
dengan akad raḥn (gadai). Selain itu, Pegadaian Syari’ah juga menawarkan akad 
murābaḥah. Akad yang digunakan dalam transaksi produk MULIA Arisan ini 
adalah akad murābaḥah dan akad raḥn (gadai). Hal ini disebabkan pembayaran 
produk ini dilakukan secara angsuran. Sehingga kedua akad ini diperlukan dalam 
transaksi. Sedangkan apabila pembayaran dilakukan secara tunai maka akad yang 
digunakan hanya akad murābaḥah. 
Murābaḥah merupakan transaksi jual beli dimana pihak pegadaian 
menyebutkan jumlah keuntungannya. Pihak pegadaian bertindak sebagai penjual, 
sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli pegadaian dari 
pemasok ditambah keuntungan (margin).94 Akad Raḥn bertujuan untuk 
memberikan jaminan pembayaran kembali kepada pihak pegadaian dalam 
memberikan pembiayaan.95 
Berdasarkan landasan syari’ah tersebut, mekanisme operasional Perum 
Pegadaian Syari’ah Cabang Banda Aceh dalam menawarkan produk MULIA 
Arisan dapat digambarkan sebagai berikut: melalui akad murābaḥah, nasabah atau 
kelompok arisan yang ingin memiliki emas dapat berkonsultasi dengan pihak 
pegadaian mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah dan biaya-
biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah. Setelah adanya keputusan, pegadaian 
                                                             
94 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT. 
RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 98. 
95 Ibid, hlm. 106. 
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akan memesan emas sesuai dengan kriteria yang diinginkan nasabah kepada PT. 
Aneka Tambang. atau PT. UBS. 
Adapun melalui akad raḥn, emas yang dipesan oleh nasabah atau anggota 
arisan yang belum diserahkan ke masing-masing akan dijadikan sebagai jaminan 
sampai emas diterima oleh semua peserta arisan. Emas ini akan disimpan dan 
dirawat di tempat yang telah disediakan tanpa dibebani biaya.96 
 
3.2.4 Keuntungan Investasi Pada Produk MULIA Arisan 
Adapun keuntungan dalam berinvestasi melalui pembiayaan produk 
MULIA Arisan di Pegadaian Syari’ah Cabang Banda Aceh adalah sebagai 
berikut: 
a. Investasi yang dapat memudahkan masyarakat dalam memiliki logam 
mulia.97 
b. Sebagai alternatif dalam pola arisan di masyarakat 
c. Sebagai jembatan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti:  
1) Menabung logam mulia untuk menunaikan ibadah haji  
2) Tabungan untuk biaya pendidikan anak di masa mendatang  
3) Tabungan untuk masa depan 
d. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio asset nasabah. 
e. Emas merupakan asset yang sangat likuid dalam memenuhi kebutuhan 
dana yang mendesak, memenuhi kebutuhan modal kerja untuk 
                                                             
 96 Hasil wawancara dengan Riska Adriani, Penaksir pada Pegadaian Syari’ah Banda 
Aceh, pada tanggal 1 November 2016 Di Banda Aceh . 
97 Sumber data: Brosur Pegadaian Syari’ah Banda Aceh. 
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pengembangan usaha, atau menyehatkan arus kas keuangan bisnis dan 
lain-lain. 
f. Tersedia pilihan logam mulia  dengan berat 1 gr, 5 gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr, 
100 gr, 250 gr, 1 kg.98 
 
3.2.5 Prosedur Penjualan Produk MULIA Arisan 
Prosedur pengajuan pembiayaan produk MULIA Arisan di Pegadaian 
Syari’ah Banda Aceh yang akan dilakukan oleh nasabah sangatlah mudah. 
Nasabah yang  ingin membeli produk MULIA secara arisan ini cukup mendatangi 
Pegadaian Syari’ah Banda Aceh dengan membawa uang muka, biaya administrasi 
dan kartu identitas yang masih berlaku. Selain itu, kelompok arisan harus terdiri 
dari minimal 6 orang dan maksimal 36 orang. Oleh karena nasabah terdiri dari 
beberapa orang atau merupakan kelompok arisan maka untuk bertransaksi di 
Pegadaian tidak perlu semuanya hadir, akan tetapi cukup diwakilkan oleh ketua 
kelompok yang bertanggung jawab sampai akhir akad.  
Dalam mekanisme pembiayaan produk MULIA Arisan, pihak Pegadaian 
Syariah Cabang Banda Aceh sebagai lembaga intermediasi antara pihak nasabah 
dan pemasok. Pegadaian Syari’ah membiayai pembelian emas logam mulia dari 
P.T. Aneka Tambang yang dipesan oleh nasabah. Pembelian emas oleh nasabah 
dilakukan secara angsuran dengan mekanisme arisan atau julo-julo. Emas dapat 
dimiliki masing-masing anggota arisan setiap bulan satu keping emas.  
                                                             
98 www.pegadaian.co.id, Pegadaian Mulia. Diakses melalui situs: http://www. 
pegadaian.co.id/pegadaian-mulia.php, tanggal 2 Agustus 2017. 
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Dalam prakteknya, Pegadaian Syari’ah membelikan emas logam mulia 
yang dipelukan nasabah atas nama Pegadaian. Dan pada saat bersamaan 
Pegadaian Syari’ah Cabang Banda Aceh melakukan akad pembiayaan produk 
MULIA Arisan kepada nasabah dengan harga pokok ditambah dengan 
keuntungan dan uang muka beserta biaya administrasi yang telah disepakati 
bersama. Uang muka yang ditawarkan oleh pihak pegadaian ada dua pilihan, yaitu 
10% dan 15%. Jika nasabah memilih membayar uang muka sebesar 10%, maka 
nasabah akan mendapat 1 keping emas dua bulan berikutnya untuk satu orang. 
Sedangkan jika uang muka yang dibayar nasabah sebesar 15% maka nasabah akan 
mendapat 2 keping emas untuk dua orang setelah dua bulan masa akad. 
Mekanisme yang dilakukan oleh nasabah bisa saja berdasarkan undian ataupun 
berdasarkan urut-urutan yang telah ditentukan dan disepakati bersama oleh 
anggota kelompok. Mekanisme tersebut diluar tanggung jawab pihak Pegadaian 
Syari’ah. Pegadaian Syari’ah hanya mengeluarkan emas beserta dokumennya satu 
bulan sekali. Logam mulia yang belum diberikan kepada nasabah dijadikan 
jaminan sampai hutang nasabah per bulan lunas, begitupun sampai akad selesai.99  
Adapun prosedur pembiayaan MULIA Arisan sebagai berikut:  
1. Nasabah datang ke Pegadaian Syari’ah untuk melakukan jual beli emas 
logam mulia dengan pembiayaan MULIA Arisan. 
2. Nasabah menyerahkan fotocopy KTP atau kartu identitas anggota 
kelompok arisan. 
                                                             
 99 Riska Adriani, Penaksir pada Pegadaian Syari’ah Banda Aceh, Wawancara melalui 
Email, 26 Juli 2017. 
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3. Petugas Pegadaian Syari’ah menyerahkan formulir pembiayaan produk 
MULIA Arisan. 
4. Nasabah menyerahkan uang muka pembiayaan.  
5. Pegadaian Syariah menyerahkan form perjanjian akad MULIA Arisan 
yang didalamnya meliputi dua akad yaitu akad murābaḥah dan akad raḥn.  
6. Kedua belah pihak menandatangani perjanjian dan logam mulia akan 
diterima nasabah dua bulan setelah nasabah melunasi angsuran kedua. 
7. Logam mulia akan diambil setiap bulan oleh penerima kuasa atau 
perwakilan dari kelompok arisan.100 
 Pembiayaan MULIA Arisan ini dilakukan oleh dua pihak yang mana pihak 
pertama adalah pihak Pegadaian Syari’ah Banda Aceh dan pihak kedua adalah 
nasabah yaitu kelompok arisan. Pihak kedua terdiri dari beberapa orang minimal 6 
orang dan maksimal 36 orang. Oleh karena itu, untuk kelancaran dalam transaksi 
di setiap bulannya maka pihak kedua cukup diwakilkan oleh satu orang yang 
diberikan kuasa dengan hak subtitusi untuk mengambil logam mulia. Pihak kedua 
ini bertanggung jawab untuk mengambil logam mulia disetiap bulan mewakilkan 
kelompok.  
 Apabila pihak kedua lalai dalam melaksanakan kewajibannya yaitu 
melunasi angsuran maka akan dikenakan denda  sebesar kerugian riil pihak 
pertama yang akan dibayar ketika melakukan transaksi dengan pihak pertama. 
Hasil pembayaran denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan dan sosial.101  
                                                             
 100 Sumber data: Pegadaian Syari’ah Banda Aceh. 
 101 Kontrak Akad Murabahah (Jual Beli) Emas Logam Mulia Untuk Investasi Abadi 
(Pegadaian Mulia) Pembelian Arisan . 
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 Kelalaian pihak kedua ini akan dinyatakan cidera janji. Apabila pihak 
kedua tetap lalai dalam melaksanakan kewajibannya setelah dikirim surat 
peringatan oleh pihak pertama sebanyak tiga kali maka akan dilakukan eksekusi 
terhadap objek jual beli yang berlaku pada akad gadai yaitu objek akan 
dilelang.102 
 
3.7 Sistem Penetapan Harga dalam Pembiayaan Produk MULIA Arisan 
pada Pegadaian Syariah Banda Aceh 
Harga jual adalah harga pokok ditambah biaya-biaya lain seperti mark-up 
atau biaya-biaya lainnya yang menjadi keseluruhan dari pembayaran yang akan 
dilunasi oleh nasabah. Harga pokok dari produk MULIA Arisan yang berbentuk 
emas kepingan bisa beragam tergantung dari berat emas yang dipesan oleh 
nasabah. Adapun berat emas yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah adalah 5 
gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram dan 1.000 gram. Harga 
yang ditawarkan pun beragam, mulai dari Rp.2.865.000,-/unit sampai 
Rp.562.000.000,/unit. Namun, harga bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan 
kondisi perekonomian di Indonesia.103 
Pihak Pegadaian Syariah memesan emas kepada PT. Aneka Tambang 
setelah transaksi terjadi sebesar pesanan yang diminta oleh nasabah. Meskipun 
pihak Pegadaian pernah membeli emas dalam jumlah banyak, namun pihak 
                                                             
 102 Ibid. 
 103 Sumber data: Simulasi Jumlah Angsuran Nasabah pada Produk MULIA Arisan. 
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Pegadaian Syariah jarang menerima diskon. Diskon diberikan hanya ketika ada 
program promosi.104  
Harga jual yang dicantumkan oleh pihak Pegadaian Syari’ah di website 
mereka merupakan harga beli yang disebutkan oleh PT. Aneka Tambang. 
Sehingga nasabah yang ingin membeli emas dapat mengunjungi website resmi 
mereka untuk melihat update harga emas. Hal ini untuk memudahkan nasabah 
untuk memutuskan akan membeli atau tidak. 
Setelah nasabah mengetahui harga pokok atau harga beli dari pegadaian ke 
PT. Aneka Tambang, nasabah juga diwajibkan untuk membayar sejumlah uang, di 
antaranya adalah margin keuntungan atau mark-up. Margin keuntungan adalah 
selisih antara harga perolehan dengan harga penjualan emas setelah dipotong 
biaya-biaya operasional dalam jual beli untuk mengukur efektifitas manajemen 
perusahaan dalam memperoleh keuntungan.  
Prosentase margin keuntungan dihitung dari harga perolehan logam mulia 
emas dari PT. Aneka Tambang. Pembayaran margin dilakukan bersamaan dengan 
pembayaran angsuran hutang murābaḥah. Oleh karena pembiayaan MULIA 
Arisan dilakukan secara angsuran, maka penetapan persentase margin keuntungan 
adalah sebagai berikut:105 
a. 3% untuk jangka waktu pembiayaan ≤ 1 bulan 
b. 3,5% untuk jangka waktu pembiayaan ≤ 3 bulan  
c. 6% untuk jangka waktu pembiayaan 6 bulan  
d. 12% untuk jangka waktu pembiayaan 12 bulan  
                                                             
 104 Riska Adriani, Penaksir pada Pegadaian Syari’ah Banda Aceh, Wawancara melalui 
Email, 26 Juli 2017. 
 105 Sumber data: Pegadaian Syari’ah Banda Aceh. 
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e. 18% untuk jangka waktu pembiayaan ≤ 18 bulan  
f. 24% untuk  jangka waktu pembiayaan ≤ 24 bulan  
g. 36% untuk jangka waktu pembiayaan ≤ 36 bulan. 
Selain jangka waktu pembiayaan, jumlah persentase uang muka juga 
menentukan besar margin keuntungan yang harus dibayar oleh nasabah. Jadi, 
uang muka dan jangka waktu pembiayaanlah yang menjadi dasar dalam 
penentuan besar margin keuntungan kepada nasabah. sebagai ilustrasi, untuk 
pembayaran dalam jangka waktu 6 bulan dengan uang muka 10 % maka margin 
keuntungan yang ditetapkan adalah sebesar 6,5%, sedangkan uang muka sebesar 
15% margin keuntungan yang akan diterima Pegadaian sebesar 6,2 %. Jadi, 
semakin besar uang muka yang dibayar nasabah maka semakin kecil margin 
keuntungan yang diterima Pegadaian Syari’ah.106  
Besar persentase uang muka yang dibayar nasabah terdapat dua pilihan 
yaitu 10 % dan 15 %. Apabila nasabah membayar uang muka sebesar 10 % maka 
nasabah akan mendapat 1 keping emas 2 bulan berikutnya. Sedangkan apabila 
nasabah membayar uang muka sebesar 15 % maka 2 bulan berikutnya nasabah 
akan menerima 2 keping emas untuk dua orang peserta yang mendapatkan emas.  
Biaya yang harus dibayar nasabah adalah biaya administrasi. Biaya 
administrasi merupakan biaya yang harus dibayar nasabah sebagai beban yang 
timbul untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan pegadaian. Adapun 
biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah adalah tetap, tidak 
terpengaruh dengan berat logam mulia yang dipesan oleh nasabah. Biaya 
                                                             
 106 www.pegadaian.co.id, Pegadaian Mulia. Diakses melalui situs: http://www.pegadaian. 
co.id/pegadaian-mulia.php. Tanggal 15 Agustus 2017. 
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administrasi yang dibayar oleh nasabah kepada Pegadaian Syari’ah adalah sebesar 
Rp.50.000,-. Biaya lainnya yang harus dibayar nasabah adalah biaya sewa yang 
langsung dibebankan di angsuran per bulan. Tidak seperti produk MULIA 
lainnya, produk MULIA Arisan tidak dibebankan ongkos kirim.107  
Selanjutnya, jumlah angsuran yang harus dibayar nasabah juga memiliki 
ketentuan yang harus ditaati nasabah mengenai waktu membayar. Angsuran 
merupakan sejumlah dana yang harus kita bayarkan secara rutin setiap bulannya 
untuk melakukan pelunasan terhadap pembiayaan produk MULIA Arisan yang 
telah  disepakati. Angka angsuran ini didapatkan dari harga jual dikurangi dengan 
uang muka ditambah keuntungan yang telah disepakati dan biaya administrasi 
kemudian dibagi dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Batas akhir tanggal 
pembayaran angsuran ditentukan berdasarkan tanggal transaksi (pencairan 
pembiayaan), yakni tanggal jatuh tempo pembayaran adalah pada tanggal yang 
sama di bulan berikutnya. Sebagai contoh, apabila transaksi dilakukan pada 
tanggal 10 Juni, maka batas jatuh tempo pembayaran angsuran adalah pada 
tanggal 10 Juli.108 
Apabila nasabah terlambat dalam pembayaran angsuran dari tanggal yang 
telah ditetapkan maka kepada nasabah tersebut dikenakan denda sebesar 4% untuk 
setiap bulannya. Pendapatan denda digunakan untuk dana kebajikan (sosial) yang 
dikelola menyatu dalam CSR (Coorporate Social Responsibility). Apabila 
nasabah melunasi pinjamannya lebih cepat dari waktu yang telah diperjanjikan 
(sebelum jatuh tempo), maka tidak mengurangi kewajiban nasabah terhadap sisa 
                                                             
 107 Riska Adriani, Penaksir pada Pegadaian Syari’ah Banda Aceh, Wawancara melalui 
Email, 26 Juli 2017.. 
 108 Sumber data: Pegadaiam Syari’ah Banda Aceh. 
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hutang murābaḥah sesuai dengan yang telah disepakati. Logam mulia emas 
beserta dokumennya (sertifikat emas) akan diserahkan setiap bulan sekali setelah 
pembayaran hutang murābaḥah sampai emas diserahkan semuanya dan hutang 
murābaḥah lunas.109  
Jadi, dapat disimpulkan bahwa perhitungan pembiayaan MULIA Arisan 
adalah sebagai berikut: 
Harga jual = (harga beli x jumlah anggota arisan + % margin 
keuntungan + biaya administrasi 
Hutang Nasabah  = harga jual - % uang muka 
Angsuran/bulan = Hutang Nasabah/jumlah bulan 
Angsuran/bulan = Angsuran/bulan/jumlah orang 
 
Simulasi pembiayaan MULIA Arisan adalah sebagai berikut: 
a. Uang muka = 30%  
Harga emas 5 gr : Rp. 2.490.000,-  
Jumah anggota : 6 (enam) orang  
Jangka waktu  : 6 (enam) bulan  
Harga jual emas  
Harga dasar LM : Rp. 14.940.000,-  (Rp. 2.490.000,- x 6 orang) 
Margin  : Rp.      373.800,-  (2,5% x Rp. 14.940.000) 
Biaya administrasi : Rp.        50.000,-      
Harga jual  : Rp.  15.363.800,-  
                                                             
 109 Kontrak Akad Murabahah (Jual Beli) Emas Logam Mulia Untuk Investasi Abadi 
(Pegadaian Mulia) Pembelian Arisan. 
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Hutang nasabah  
Harga jual  : Rp.  15.363.800,-  
Uang muka (30%) : Rp.   (2.241.000,-)      (30% x Rp.  15.363.800,-)  
Hutang nasabah : Rp.  13.122.800,-  
Angsuran per bulan : Rp. 13.122.800,- / 6 bulan = Rp. 2.187.313,-  
Angsuran per orang  : Rp. 2.187.313,- / 6 orang  : Rp.     364.122,- 
Angsuran yang akan dibayar per orang dari kelompok juga sudah dibebani 
biaya sewa penyimpanan barang. Besar persentase biaya sewa tersebut adalah 
maksimal 1%. 
Dari paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa sistem angsuran yang 
digunakan dalam pembiayaan produk MULIA Arisan di Pegadaian Syariah 
Cabang Banda Aceh adalah metode perhitungan pokok dan margin tetap (fixed 
rate), yaitu metode perhitungan yang angsurannya tetap hingga pembiayaan lunas 
atau jatuh tempo. Di mana nasabah dapat mengangsur secara tetap sampai jatuh 
tempoh pembiayaan. Dengan adanya kesepakatan harga dan besarnya margin di 
awal akad, maka angsuran yang dibayar oleh nasabah setiap bulannya bersifat 
tetap hingga pelunasan. 
Berdasarkan simulasi pembiayaan MULIA Arisan, dapat dilihat besarnya 
biaya yang harus dikeluarkan nasabah untuk memiliki emas melalui produk 
MULIA Arisan. Pada dasarnya, teori keuntungan dalam Islam dijelaskan bahwa 
untuk mengetahui suatu transaksi atau akad dalam mengambil keuntungan sesuai 
dengan syari’ah dapat dilihat dari adanya ‘iwad dalam transaksi tersebut. ‘Iwad 
dapat dipahami sebagai equivalen countervalue yang berupa resiko (gharmi), 
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kerja dan usaha (kasb), dan tanggung jawab (daman).110 Oleh karena itu, lembaga 
keuangan syari’ah harus terbuka untuk menjelaskan kepada nasabah atas dasar 
apa saja keuntungan yang pihak Pegadaian Syari’ah ambil untuk memenuhi setiap 
resiko, usaha atau kerja dan tanggung jawab yang harus ditanggung oleh lembaga 
keuangan syari’ah. 
 
3.8 Tinjauan Hukum Islam terhadap Mekanisme Akad Murābaḥah dalam 
Penjualan Produk MULIA Arisan yang Dipraktikkan pada Pegadaian 
Syariah Banda Aceh 
Lembaga keuangan syari’ah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan 
mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam dan tradisinya ke dalam 
transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis terkait yang ada dalam lembaga 
tersebut. Kegiatan yang terdapat dalam lembaga keuangan syari’ah harus 
berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan 
dalam penetapan fatwa di bidang syari’ah. Prinsip syari’ah yang dianut oleh 
lembaga keuangan syari’ah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, 
keseimbangan, dan keuniversalan (rahmatan lil ‘alamin).111 Oleh karena hal 
tersebut, sangat penting bagi setiap lembaga keuangan syari’ah baik yang lembaga 
bank atau non bank untuk selalu memenuhi setiap prinsip-prinsip Islam atau 
ketetapan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenangan di dalam pelaksanaan 
pembiayaan atau pemasaran produk-produknya. 
                                                             
110 Ascarya, Akad dan produk Bank Syari’ah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 
hlm. 28. 
111 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah, ..., hlm. 36. 
 
76 
 
 
Murābaḥah merupakan salah satu skim yang paling populer digunakan 
oleh lembaga keuangan syari’ah. Jual beli murābaḥah adalah jual beli yang 
didasarkan pada rasa saling percaya, karena pembeli percaya kepada pengakuan 
penjual mengenai harga pertama, tanpa bukti apapun dan juga tanpa sumpah. 
Untuk itu, kedua belah pihak tidak boleh ada yang berkhianat (berdusta). Penjual 
harus secara terbuka menyatakan berbagai biaya yang terdapat dalam transaksi 
murābaḥah, seperti biaya perolehan barang yang meliputi harga barang dan biaya-
biaya lain yang dikeluarkan untuk memmperoleh barang tersebut dan tingkat 
keuntungan (margin) yang disepakati. Karena dalam pengertiannya tersebut ada 
harga yang disepakati, maka ini menjadikan pihak penjual untuk menyatakan 
secara transparan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.  
Mengenai jumlah keuntungan, dilihat dari studi kitab-kitab fiqih, jelas 
tidak ada persentase tertentu bagi penentuan keuntungan, tetapi hal ini bergantung 
pada keadaan, sifat barang, permintaan dan situasi pasar. Islam menghendaki 
adanya keseimbangan antara standar keuntungan dengan tingkat kesulitan dan 
risiko dalam perolehan barang. Oleh sebab itu, setiap pihak yang berperan sebagai 
penjual, hendaknya selalu mempertimbangkan tingkat keuntungan yang nantinya 
akan dinyatakan kepada pihak pembeli. 
Pertimbangan dalam menetapkan harga jual (harga beli + margin) pada 
produk MULIA Arisan dengan akad murābaḥah seharusnya dilakukan dengan 
melihat bagaimana cara Rasulullah saw. ketika berdagang. Dalam menentukan 
harga penjualan, Rasulullah saw. secara transparan menjelaskan harga belinya, 
berapa biaya yang dikeluarkan untuk setiap komoditas dan berapa keuntungan 
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wajar yang diinginkan. Demikian halnya apabila terjadi pengurangan biaya atau 
diskon pada saat pembelian pertama, harus dengan jujur menyatakannya kepada 
pembeli atau nasabah. 
Dalam berbagai literatur yang membahas mengenai margin keuntungan 
pada pembayaran angsuran, waktu boleh dijadikan sebagai alasan untuk 
menjadikan harga kredit lebih tinggi dari harga tunai tetapi tidak memudharatkan 
nasabah dengan tidak menzalimi pihak pembeli dalam hal penetapan biaya atau 
harga oleh pihak penjual. Salah satu cara agar pembeli tidak terdzalimi dengan 
biaya yang telah ditetapkan adalah dengan cara pihak penjual ditekankan untuk 
lebih transparan ketika melakukan akad. Transparan dalam hal biaya menjadi 
prioritas agar pembeli mencapai kepuasannya, sehingga adanya kerelaan terhadap 
biaya-biaya yang telah dibebankan kepadanya. Ketentuan pokok dari akad 
murābaḥah adalah penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 
pembelian baik mengenai modal, kondisi barang dan biaya-biaya tambahan 
lainnya. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka secara prinsip pembeli 
memiliki pilihan yang ringan terhadap akad tersebut untuk melanjutkan pembelian 
seperti apa adanya, kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas 
barang yang dijual atau membatalkan kontrak. 
Produk MULIA Arisan dengan segala proseduralnya mengharuskan 
kepada setiap nasabahnya untuk membayar sejumlah biaya diluar margin 
keuntungan seperti biaya administrasi, ada baiknya biaya administrasi yang sudah 
fix tersebut dijelaskan kepada setiap nasabah alasan tetapnya biaya tersebut serta 
apa saja yang termasuk kepada biaya administrasi. Demikian juga halnya dengan 
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margin keuntungan yang menurut pimpinan Perum Pegadaian Syari’ah Cabang 
Banda Aceh telah ditetapkan oleh Pegadaian Pusat tanpa bisa diganggu gugat lagi. 
Selayaknya, sebagai suatu lembaga, yang memberikan pembiayaan kepada 
nasabah yang membutuhkannya mereka mempunyai kebijakan sendiri untuk 
kemudian menjelaskan kepada nasabah dengan detail apa saja yang menjadi 
pertimbangan dalam penetapan margin keuntungan. Demikian halnya dengan 
biaya-biaya lainnya di luar margin keuntungan untuk kemudian dijelaskan 
mengenai timbulnya biaya-biaya tersebut, baik yang bersifat fix atau tidak. 
Transaksi jual beli emas secara tidak tunai ini, mendapat kritikan dari 
berbagai kalangan karena adanya perbedaan pendapat ulama menganai Hadits 
Rasulullah SAW yaitu, dari Ubadah bin ash-Shamit SAW. berkata, “Rasulullah 
SAW. bersabda, 
 َّذلا  ه  ب   بلا  ة َّض فْلا ب  ة َّض فْلا  و  ب هَّذ ْي  عَّشلا ب  رْي  عَّشلا  و   ر بْلا ب ُّر بْلا  و  رْمَّتلا  و  ر
  ه ْت ف ل تْخا ا ذ إ ف  د ي ب ا د ي  ءا  و س ب  ءا  و س  لْث  م ب  ْلاث  م  حْل  مْلا ب  حْل  ملا  و  رْمَّتلا ب  ه  ذ
  د ي ب  ا د ي  نا ك ا ذ إ ْم ْتئ  ش  فْي ك اْو عْي ب ف  فا نْص ْلْا٠ )ملسم هاور(112 
Artinya: 
“Emas dengan emas, perak dengan perak, biji gandum dengan biji 
gandum, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, sebanding, 
sama dan kontan, dan apabila jenis-jenis ini saling berbeda maka jual 
belilah sekehendak kalian apabila saling menerima secara kontan.” (HR. 
Muslim)113 
 
Namun, dengan melihat berbagai kaidah yang terdapat dalam ushul fiqih 
dan juga hal-hal kekinian yang mendasari Hadits tersebut, maka jual beli emas 
secara tidak tunai dibolehkan dengan alasan selama emas tidak resmi menjadi alat 
                                                             
 112 Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Shahih Muslim, Juz III, 
Hadits No. 1587, hlm. 1211, (Maktabah Syamilah). 
 113 Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, Syarah Bulughul Maram (Fiqhul Islam), Jilid V, 
(Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm. 167. 
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tukar (uang). Jadi, transaksi arisan emas boleh dilakukan asalkan tidak 
bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. 
Fatwa DSN-MUI No. 77/V/2010 dalam keputusannya menyebutkan 
bahwa, “harga jual (ṡaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu 
perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo”. Pada 
praktiknya, pegadaian syari’ah memberikan sanksi atau denda bagi nasabah yang 
telat dalam pembayaran atau jatuh tempo dengan membayar denda per 7 hari 
sebesar 4% dari angsuran. Praktik tersebut jelas tidak dibolehkan dalam Islam, 
karena utang dibayar lebih dari pokoknya oleh peminjam disebabkan 
ketidakmampuannya dalam membayar sehingga jatuh tempo dari waktu yang 
ditetapkan, hal ini  merupakan riba jahiliyyah. 
Namun, karena kebutuhan masyarakat akan pembiayaan dari Lembaga 
Keuangan Syari’ah dengan pembayaran secara angsuran terus bertambah dan di 
antara nasabah ada yang mampu tetapi menunda-nunda dalam pembayaran maka 
Dewan Syari’ah Nasional mengeluarkan fatwa untuk menjawab masalah ini, yaitu 
fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu 
yang menunda-nunda pembayaran. Fatwa tersebut memutuskan bahwa sanksi ini 
diperuntukkan bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran sebagai 
teguran supaya nasabah lebih disiplin. Akan tetapi sanksi ini tidak boleh 
dikenakan kepada nasabah yang belum mampu membayar angsuran. Dan dana 
hasil denda diperuntukkan untuk dana kebajikan.  
Pada praktiknya, Pegadaian Syari’ah Banda Aceh mengenakan sanksi atau 
denda ini untuk semua nasabah yang telat membayar angsuran. Dan juga terdapat 
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ketidakkonsistenan pada penempatan dana hasil denda antara hasil wawancara 
penulis dengan kontrak akad murābaḥah. Bahwasannya penempatan dana hasil 
denda berdasarkan wawancara diperuntukkan sebagai dana kebajikan114, 
sedangkan yang tercantum dalam kontrak tidak demikian melainkan 
diperuntukkan sebagai pendapatan pihak pegadaian. Hal ini seharusnya menjadi 
koreksi bagi pihak pegadaian untuk menjalankan usahanya sesuai dengan fatwa 
Dewan Syari’ah Nasional. 
Adapun hal lainnya yang seharusnya menjadi pertimbangan pegadaian 
adalah mengenai diskon harga beli logam dari PT. Aneka Tambang Apabila 
dalam pelaksanaannya pegadaian diberi diskon oleh PT. Aneka Tambang, maka 
nasabah harus mengetahui hal tersebut karena itu merupakan hak bagi nasabah. 
Fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam murābaḥah. 
Keputusan DSN dalam ketentuan umum pada poin ketiga dijelaskan bahwa, “Jika 
dalam jual beli murābaḥah LKS mendapatkan diskon dari supplier, harga 
sebenarnya adalah harga setelah diskon. Oleh karena itu, diskon merupakan hak 
nasabah”.  
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penetapan harga jual pada 
produk MULIA Arisan terdapat ketimpangan dan kesenjangan. Perum Pegadaian 
Syari’ah Cabang Banda Aceh sebagai suatu lembaga keuangan syari’ah yang 
bertugas membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya sebaiknya harus 
sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku.  
                                                             
 114 Hasil wawancara dengan Riska Adriani, Penaksir pada Pegadaian Syari’ah Banda 
Aceh, pada tanggal 1 November 2016 Di Banda Aceh . 
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BAB EMPAT 
PENUTUP 
 
 Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab terdahulu, maka 
dalam bab empat ini akan diambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut: 
4.1 Kesimpulan 
4.1.1 Sistem penetapan harga emas dalam penjualan produk MULIA Arisan 
pada Pegadaian Syariah Banda Aceh adalah berdasarkan penetapan harga 
dari PT.Aneka Tambang ditambah dengan margin keuntungan, biaya 
administrasi. Harga yang ditetapkan oleh PT. Aneka Tambang dapat 
berubah-ubah sesuai dengan kondisi di Indonesia. Persentase margin 
kauntungan telah ditetapkan oleh PT.Aneka Tambang berdasarkan jangka 
waktu angsuran dan uang muka yang dibayar oleh nasabah.  
4.1.2 Manajemen resiko untuk menghindari dampak kenaikan harga Logam 
Mulia bagi pendapatan Pegadaian Syariah Banda Aceh adalah dengan 
mempertimbangkan harga dan persentase keuntungan di awal masa akad. 
Dan pembelian emas atau logam mulia secara keseluruhan dilakukan oleh 
Pegadaian Syariah Banda Aceh di awal masa akad sehingga  dampak 
kenaikan harga terhadap pendapatan tidak terlalu dikhawatirkan.  
4.1.3 Tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme akad murābaḥah dalam 
Penjualan produk MULIA Arisan yang dipraktikkan pada Pegadaian 
Syariah Banda Aceh adalah terdapat sedikit ketimpangan dan adanya 
kesenjangan antara teori dan praktik. Ketimpangan tersebut antara lain
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denda karena jatuh tempo tanpa mempertimbangkan ekonomi nasabah 
dan tidak ada transparansi dari pihak pegadaian mengenai biaya yang 
harus dikeluarkan nasabah. 
 
4.2 Saran 
 Berdasarkan dari hasil pengamatan dan juga pembahasan sebelumnya, 
maka penulis mengajukan beberapa saran, antara lain sebagai berikut: 
4.2.1 Bagi Pegadaian Syariah Banda Aceh 
Penulis menyarankan kepada Pegadaian Syariah Banda Aceh selaku 
lembaga yang membantu masyarakat kecil dalam pembiayaan untuk 
memasarkan produknya harus benar-benar sesuai dengan ketetapan hukum 
Islam dan juga fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syari’ah 
Nasional. Pegadaian dengan slogan unggulannya “mengatasi masalah 
tanpa masalah”, harus mempertimbangkan denda atau sanksi untuk 
nasabah yang membayar melewati jangka waktu yang telah ditetapkan. 
Denda ini boleh diperuntukkan kepada nasabah yang mampu namun 
menunda-nunda pembayaran. Akan tetapi untuk nasabah yang memiliki 
kemampuan ekonomi yang rendah tidak dikenakan denda atau sanksi 
tersebut. Ketentuan ini dapat dilihat pada fatwa DSN-MUI No. 77/V/2010. 
Pegadaian seharusnya memperbarui kontrak agar sesuai dengan prinsip-
prinsip syari’ah karena kontrak tersebut akad menjadi bukti dasar ketika 
terjadinya perselesihan. 
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4.2.2 Bagi Dewan Pengawas Syari’ah  
Kepada Dewan Syariah sangat dibutuhkan peran aktif untuk selalu 
memantau setiap produk yang ada di Lembaga Keuangan Syari’ah 
termasuk Perum Pegadaian Syari’ah. 
4.2.3 Bagi Masyarakat 
Diharapkan kepada masyarakat yang ingin menjadi nasabah dan 
bertransaksi di salah satu lembaga keuangan syariah, termasuk Pegadaian 
Syari’ah Banda Aceh, agar lebih kritis dan teliti untuk menanyakan lebih 
detail mengenai isi kontrak dan biaya-biaya yang wajib dibayar oleh 
nasabah sendiri sebelum melakukan akad baik pembiyaan maupun jual 
beli. 
4.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya 
Dalam penelitian karya tulis ini penulis masih memiliki kekurangan baik 
dalam pengumpulan data, maupun dalam pemaparan teori dan kasus, 
dengan segala kekurangan yang ada, kritik dan saran yang membangun 
sangat dibutuhkan dan diharapkan di masa yang akan datang dapat 
digunakan sebagai salah satu sumber data untuk penelitian selanjutnya 
serta memperbaiki kekurangan yang ada dalam penelitian ini. 
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